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LAPORAN BANTUAN LEMBAGA OPERASIONAL LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKSI URUSAN AGAMA HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024




KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadapan lda Sang Hyang Widhi Wasa karena atas
asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun
Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan
Agama Hindu terlaksana dengan baik dan lancar.

Disusunnya laporan ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) yang bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), amanat reformasi birokrasi bahwa aparatur pemerintah harus
bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. keuangan negara harus dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. transparan dan
bertanggung jawab, setiap aparatur pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional
untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran vang dikelolanya salah satunya
program Bantuan Operasional LembagaTahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu yang hiayanya dibebankan pada
DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: 025.07.2.419929/2024
Tanggal 29 Nopember 2023,

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisifas] aktif dan

berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasemn atas dukungannya,

2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang
telah banyak membantu dalam proses administrasi

3. Bendahara Bimas Hindu, Perencana, Para Penyuluh Agama Hindu dan Unit Pelaksana
Seksi Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem atas kerjasama dalam
proses pengadaan sampai penyerahan bantuan

4, Para Penerima bantuan yang sudah hadir dalam penverahan Bantuan Operasional
I.embaga Tahun Anggaran 2024

5. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja
sama yang baik selama proses berlangsung.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak
kekurangannya, oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik vang konstruktif dari
semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan, Semoga /da Sangyang Hyang Widhi
Wasa, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua.
Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan yang sederhana ini bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih Om
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024 adalah salah satu Program Seksi Urusan
Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Bantuan Operasioanl
Lembaga diadakan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem kepada Umat di Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan tugasnya
memberikan pelayanan kepada umat. Latar belakang dan pertimbangan adalah masih banyaknya
pengajuan proposal permohonan bantuan operasional lembaga yang diajukan oleh ketua dan
pengurus lembaga baik secara langsung kepada Kasi Ura Hindu, Penyuluh ataupun melalui
pengajuan proposal vang ditujukkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem menjadi dasar/ pedoman bahwa Lembaga masih yang membutuhkan bantuan untuk
menunjang Kegiatan operasional lembaga. Hal ini juga diperkuat dengan Analisa data antara
jumlah bantuan yang tersedia dengan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Karangasem
Tahun 2023, (sumber data dari data lembaga kankemenag kab, karangasem). Dengan demikian
maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Seksi Urusan Agama Hindu
melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024.

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024, berdasarkan pada :

. Undang —Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Tahun 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor E3/PMK.02/2022 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023,
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019

tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.

t2

4. PMK Nomor 132/PMK 05/202] Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor |168/PMK.05/2015 temtang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

. Dipa Bimas Hindu Nomor DIPA 025.07.2.419929/2024 tanggal 29 Nopember 2023

. SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 127 Tahun 2024

e LA

tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Lembaga
Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.



ik

3. PERENCANAAN KEGIATAN

Perencanaan yang dilakukan diawali dengan pengajuan usulan rencana kegiatan kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku Kuasa Pengguna Anggaran
disertai dengan penyampaian RAB Kegiatan, Matrik/Tadwal dan TOR. Setelah ada disposisi dari
Kepala Kantor, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, Pengumuman Bantuan
Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 dan Pembuatan SK, Kegiatan selanjutnya adalah
penentuan jadwal dan pemanggilan nama penerima bantuan, menyiapkan administrasi penerima
bantuan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Adapun tshapan perencanaan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada SOP, Matrik Jadwal Kegiatan, Rencana
Anggaran Biaya dan TOR sebagaimana terlampir.

4. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Tahun 2024 yaitu untuk meningkatkan kwalitas pelayanan lembaga operasional
lembaga guna memperlancar dan memberikan kenvamanan dalam pelaksanaan tugas fungsi
organisasi dan menunjang kegiatan sosial Kkeagamaan. serta penguatan kerukunan intern dan
antar umat beragama di Kabupaten Karangasem.

5. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem, berjumlah 12 ( Dua belas )Lembaga sesuai dengan jumlah vang
tersedia dalam Dipa yaitu 12 ( Dua belas ) lembaga, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di
Kabupaten Karangasem dengan acuan dan persyaratan sesuai standar yang ditentukan oleh
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

6. Waktu dan Tempat Kegiatan

Penyerahan Bantuan Operasional Tahun 2024 secara simbolis dilaksanakan pada Selasa 30
Januari 2024, Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.



7. SUMBER DANA
Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem dibebankan kepada (DIPA) Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 29 Nopember 2023, Program Bimbingan
Masyarakat Hindu Mata Anggaran 52.

8. URAIAN TUGAS SEKSI URUSAN AGAMA HINDU

il
2
3

Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ura Hindu

Merumuskan sasaran kerja dan kegiatan Seksi Urusan Agama Hindu

Membagi tugas. menggerakkan. mengarahkan membimbing., dan mengkoordinasikan
tugas seksi

. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja bawahan

5. Melakukan pelavanan dibidang sarana keagamaan, materi penyuluhan agama Hindu dan

B.
9.

lembaga keagamaan

Melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang upacara, tenaga teknis penvuluhan dan
pemberdayaan umat

Melakukan pelayanan pembinaan di bidang seni keagamaan, sarana penyuluhan dan
informasi lembaga keagamaan.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

Melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

9. STANDAR KOMPETENSI ESELON IV

I3

Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya,

Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai tugas dengan tanggung
jawab organisasinya.

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dengan
tanggung jawab organisasinya.

Mampu mengatur/ mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja.

Mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang
berlaku di unit Kerjanya.

Mampu membangun jejaring kerja / melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik

dalam organisasi maupun luar oreanisasi.



Mampu melakukan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya.
Mampu menumbuhkembangkan inovasi kreasi dan motivasi  pegawai untuk
mengoptimalkan kinerja unit organisasinya.

Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM dalam unit
organisasinya.

. Mampu melaksanakan kegiatan-Kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit

organisasi.

. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasi.
. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan bawahannya dan menetapkan

tindak lanjut yang diperiukan serta mampu memberikan masukan-masukan tentang
perbaikan-perbaikan pengembangan-pengembangan kepada pejabat atasannya.



BAB 11
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2024

2.2 Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Diawali
dengan Penyampaian Surat pemanggilan kepada Calon Penerima Bantuan berdasarkan
hasil verifikasi awal vang dilaksanakan oleh Tim wverifikasi dan kriteria vang telah
ditentukan.

Pemanggilan kepada penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024
secara simbolis serentak dilaksanakan pada hari Selasa Tiga puluh Januari 2024 bertempat
di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk mengikuti penyerahan
bantuan secara simbolis oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
kepada parn penerima bantuan sekaligus melengkapi administrasi sesuai  juknis
penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya Penyerahan Bantwan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024
dilaksanakan secaran non tunai vaitu melalui transfer rekening oleh Bendahara Bimas
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ke Nomor rekening panitia

pembangunan pura masing-masing.



BAB IlT
EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2024

31 Evaluasi

Secara umum pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu berjalan dengan
dengan baik dan lancar

Dari hasil Evaluasi yang diperoleh masih perlu ditingkatkan yaitu jumlah penerima,
melihat masih adanya pengajuan permohonan bantuan dari Ketua dan Pengurus lembaga yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dari
17 Pengajuan proposal yang diajukan oleh ketua dan pengurus lembaga sosial yang ditujukan
kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem hanya 12 lembaga yang dibantu
pada Tahun Anggaran 2024, sehingga masih ada 4 proposal yang belum bisa dibantu. Sedangkan
dari segi kualitas (nilai ) bantuan yang diberikan  sebagian besar penerima bantuan
menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan operasional,
sehingga pengurus lembaga masih mengeluarkan dana swadaya untuk melaksanakan operasional
kegiatan ( berdasarkan lembar evaluasi monev akhir penerima bantuan)

3.2 Capaian Hasil Kinerja

Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu capaian hasil kinerja dapat
ditetapkan bahwa : terkait dengan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan guna, ketepatan
sasaran dan ketepatan pelaporan dapat dikatakan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Dari uraian laporan Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1=d

Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu telah terealisasikan 100%.
dengan realisasi sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari
anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 220,000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta
Rupiah), dan berjalan sesuai dengan rencana.

Bantuan Operasional Lembaga Tahun Anggaran 2024 Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu sudah sesuai prosedur
yang ditetapkan dengan capaian ketepatan waktu, ketepatan jumlah penerima dan
pelaporan berjalan dengan lancar,

4.2 Saran-saran

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinkan kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut

L.

12

Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya
Kasubay Perencana agar dapat mensinkronkan kegiatan pada Bidang Urusan Agama
Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten.

Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
memberikan motivasi dan masukan agar lebih maksimalnya pelaksanaan Bantuan
Operasional Lembaga kedepan.

Dimohon kepada Tim Auditor untuk memberikan bimbingan dan tuntunan apabila
ditemukan kekeliruan dalam kegiatan dan penyusunan laporan im




LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024
Surat usulan rencana kegiatan kepada KPA

3. TOR

4. Matrik Kegiatan

5. RAB Kegiatan

6. SK Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024
7

8

9

]

. Berita Acara Rapat Evaluasi dan Daftar Hadir
. Surat Penyampaian LPJ kepada KPA
. SPM. SPTB. Nominatif, BAST.
10. Laporan monitoring dan Evaluasi akhir
11. Laporan Penerima Bantuan Operasional Lembaga Tahun 2024



ORI

RANCANGAN RENCANA KERJA
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA TAHUN 2024

. 30P

Surat usulan rencana kegiatan kepada KPA
TOR

RAB Kegiatan
Matrik Kegiatan
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. ((:363) 21181
Website : www.bali kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA BOE13 BALI

Nomor : B- 38 fKk.18.5.4/BA.01/01/2024 31 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Usulan Rencana Kerja
Bantuan Operasional Lembaga

Yth. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka realisasi anggaran Tahun 2024 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami bermaksud melaksanakan realisasi
bantuan operasional lembaga sesuai DIPA Bimas Hindu Nomor SP  DIPA-
025.07.2.419929/2024 Tanggal 24 Mopember 2023 dengan total anggaran sebesar Rp.
220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang di alokasikan untuk 12 (dua belas)
lembaga sebagaimana rincian TOR, matrik dan RAB kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website | www, bali.kemenag.go.id/ email ; kabkarangasem{@kemenag po.id
AMLAPURA 80813 BALI

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)
TAHUN 2024

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementenian Agama

Linit Organisasi :  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program . Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan . Pemberian Bantuan Operasional Lembaga agama dan
Keagaman Hindu
Sub Kegiatan . Bantuan Opersional Lembaga
Detail Kegiatan
Jenis Keluaran . Lembaga Umat
Volume Keluaran 12
Satuan Ukur Keluaran . Lembaga

1. LatarBelakang
a.  Dasar Hukum

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024,

(2) Peraturan Menteni Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tzhun
2019 tentang Organisasi dan tata Kenja Vertikal Kementerian Agama,

{3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024,

(4) PMK Nomor [32/PMK 05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

(5) DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Program Bimas
Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor : 025.072419929/2024 tanggal 24
Mopember 2023,



b.

c.

Gambaran Umum

Program Bantuan Operasional untuk lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
adalah salah satu program Bantuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Khususnya Satker Bimbingan Masyarakat Hindu yang dimaksudkan
sebagai pemenuhan dan pelayanan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan Srada
dan Bhakti Umat/Masyarakat Hindu di kabupaten Karangasem,

Bantuan Operasional untuk lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dimaksud
diharapkan dapat membantu Lembaga Agama dalam melaksanakan pelayanan dan
pembinaan kepada Umat Hindu Se Kabupaten Karangasem yang merupakan program
prioritas lembaga sehingga dapat menunjang upaya penjaminan mutu lembaga sebagai
Lembaga Tinggi (majelis) Agama Hindu dan lembaga Rohaniawan Hindu di Kabupaten
Karangasem.

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu diberikan kepada
Lembaga Agama dan Yayasan Hindu untuk menunjang program pelayanan
Operasional dan Pembinaan Kepada Lembaga Umat Hindu secara Keseluruhan,
sehingga meningkatkan Sradha dan Bhakti Umat/Masyarakat Hindu di Kabupaten
Karangasem.

Kegiatan Yang Dilaksanakan

a.

Uraian Kepiatan

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu adalah bantuan yang
diberikan kepada Lembaga Agama dan Yayasan Hindu untuk menunjang program
pelayanan dan pembinaan kepada umat Hindu secara keseluruhan, sehingga
meningkatkan Sradha dan Bhakti kepada Umat.

Batasan Kegiatan

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan diberikan kepada Lembaga
Agama dan Yayasan Hindu yang ada di Kabupaten Karangasem.

Maksud dan Tujuan

a

Maksud Kegiatan
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu ini dimaksudkan untuk

menunjang program pelayanan dan pembinaan kepada Umat Hindu secara keseluruhan,
sehingga meningkatkan Sradha dan Bhakti kepada Umat.



Tujuan Kegiatan

Bantuan COperasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu bertujuan umtuk

membantu memperlancar pelaksanaan program pelayanan operasional dan pembinaan

lembaga baik teknis maupun administratif lembaga agama dan Yayasan Hindu.

Indikator Keluaran dan Keluaran

a.

Indikator Keluaran

Terrealisasinya Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Keluaran

Terlaksanakannya Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan sebanyak 12

(dua belas) lembaga yaitu Lembaga Agama dan Yayasan Hindu dalam menunjang

proses pelayanan dan pembinaan baik teknis maupun administratif yang akuntabel dan

tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan adalah dengan memberikan bantuan dana operasional
kepada lembaga.

Tahapan Kegiatan

a.

Rencana Kegiatan pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan

Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

()

(2)

(3)

Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan penyusunan juklak jukms dan penyampaian surat
pemberitahuan terkait bantuan kepada Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kabupaten Karangasem.

Pengorganisasian

Tahapan pengorpanisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan, SOP, TOR, Matriks Jadwal
Kegiatan dan RAB. Setelah disetujui oleh KPA dilanjutkan dengan legalisasi SK
dan pembuatan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan penunjang
lainnya.

Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan
proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga
mencapal tujuan sesual dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumiah, tepat



sasaran dan tepat guna), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa
mewujudkan terib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa
dipertanggungjawabkan secara moral maupun material kepada Negara.

(4) Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan telah dilaksanakan perlu dievaluasi dan dilaporkan kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku KPA dalam
kegmatan,

6. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan
a, Pelaksana Kegiatan:
Pelaksana Kegatan adalah Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem.
b. Penanggungjawab Kegiatan:
Penanggungjawab adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
¢. Penerima Manfaat Kegiatan:
Penerima manfaat dari kegiatan im adalah Lembaga Apama dan Yayasan Hindu, yang
mendapatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan,
7. Jadwal Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kepiatan
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Tahun Anggaran 2024
dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai Bulan Desember 2024
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir.
B. Biaya
Biaya Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Agama dan Yayasan Hindu
Tahun Anggaran 2024 dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor : 02507.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 Program
Bimbingan Masyarakat Hindu (07), sejumlah Rp.220.000.000.- dengan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) terlampir

. 4111_]_npum, 31 Januan 2024
. v Kasiira Hindu
w2 - N
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MATRIK KEGIATAN

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
KABUPTEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

NO

WAKTU

KEGIATAN |

PEBRUARI

DESEMBER

29

T

12

|13 | 9 | 2 | 8 | 20

Usulan Proses pencairan bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Penetapan SK dan menyiapkan Surat Perjanjian
Kerjasama penerima bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu

Pembuatan Konsep, pengetikan, pengesahan,
penggandaan dan pendistribusian surat penyampaian
syarat pencairan bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu.

Proses pencairan bantuan

Menyiapkan Dafiar dan penandatanganan Mominatif
Penerima Bantuan Operasional.

Menyiapkan surat penyampaian permintaan LPJ
bantuan.

Penyampaian LPJ kepada KPA.

____Amlapura, 31 Januari 2024
- “riiKkepala-Seksi Urusan Agama Hindu
i ST teen s

e -



RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN: 2024

Kementerian Negara/Lembaga @ KEMENTERIAN AGAMA

Unit Eselon | : MTIEN BIMBINGAMN MASY ARAKAT HINDU

Program : Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Hasil : Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intern umat beragama
LInit Eselan Nl : Kantor Kementerian Agama Provinsl Ball

Kegiatan ; Bantuan Operasional Lembaga

Indikator Kinerja Keglatan

: Meningkatnya Kualltas layanan Lembaga Hindu

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Lembaga

Volume : 12
lenis Biaya :
5 Sat Bi Satu
No Rincian Komponen Biaya Biaya Biaya Volume U;;r;" “:I kur = Jumlah et
Utama Fendukung
1 P 3 i 5 6 7 B=5x7 5
2143.QE.001 Lembaga agama dan keagmaan hindu yang dibantu
o51 Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
A Bantvan Operosional Lembaga v 220.000.000
521233 Balanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
(KPPN-154 Amlapura)
- Bantuan Cperasional Lembaga Agama 4 | LBG 25.000.000 100.000.000
- Bantuan Dperasional Lembaga Keagamaan 7 | LBG 10.000.000 T0.000.000
- Bantuan Operasional Pokjaluh Agama Hindu Kab. Karangasem 1| LBG 50.000.000 S{.000.000
TOTAL BIAYA KELUARAN 220.000.000
Dua Rotus Duag Puluf futo Rupiah
Ditelaah Oleh:
Penelaah K/L Penelaah DJA
Mama/NIP Tanggal (" Tanda Tangan I Nama/Nip Tanggs! 1 Tanda Tangan
1.. 1
i J .............. T s Fonis




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jatan Unung Surapat| Mo. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Websile : www.bali kemenag.go.id’ email - kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPLIRA 80813 BALI

PENGUMUMAN

NOMOR : 1 /Kk. 18.5.4/BA.03.2/ 01 /2024
Om Swastyastu,
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem Nomor DIPA:-025.07.2.419929/2024 tanggal 24
Nopember 2023, terdapat program pemberian Bantuan Operasional Lembaga untuk
12 (Dua Belas) Lembaga dengan total jumlah dana bantuan sebesar Rp.
220.000.000,- (dua ratus dua puluh Juta rupiah), dengan rincian masing-masing:
Bantuan Operasional Lembaga Agama @ARp. 25.000,000,- (4 lembaga), Bantuan
Operasioanal Lembaga Keagamaan @Rp. 10.000.000.- (7 lembaga) dan Bantuan
Operasional Pokjaluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Rp. 50.000.000,-.
Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini diumumkan kepada Ketua Lembaga di
Kabupaten Karangasem untuk mengajukan permohonan atau proposal Bantuan
Operasional Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengajukan Proposal ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem, dengan kelengkapan proposal sebagai berikut:
a. Surat Permohonan oleh panitia
b. Isi proposal harus memuat 1.Latar belakang pengajuan bantuan (Sejarah /profil
Lembaga, jumlah Pengurus), 2. Maksud dan Tujuan, 3. Sumber Bantuan dan 4.
Penutup.
¢c. RAB sejumiah :
- @ Yayasan, WHDI dan LPDG Kabupaten Karangasem Rp. 25.000.000
@ Paiketan Pemangku Rp. 10.000.000
@ Pinandita Sanggraha Nusantara Rp.10.000.000
Pokjaluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Rp. 50.000.000,-.
d. Susunan Panitia Pengelola Keuangan
a. Foto Kegiatan Lembaga masing-masing 1 lembar

© . Dokumen Ini telah ditanda tangani secara elekiranik,

'C'.? Token : COpapll



f. Proposal ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris dengan cap panitia,
diketahui/ disahkan oleh pengurus adat (Bendesa Desa Adat) dan pejabat
setempat yang berwenang (Perbekel dan Camat).

g. Potocopy KTP Ketua dan Sekretaris Lembaga

h. No Telpon/ HP. Ketua dan Sekretaris Panitia Lembaga

2. Proposal yang diajukan memenuhi standarisasi proposal yang disyaratkan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

3. Lembaga harus jelas nama, alamat dan pengurus (sebagai bukti bahwa Lembaga
tersebut memang benar adanya).

4. Memiliki kesanggupan dan bertanggung jawab untuk memenuhi petunjuk teknis
pelaksanaan Bantua Oprasional Lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem

5. Lembaga yang mengajukan bantuan, memang layak untuk dibantu.

6. Proposal yang diajukan berlaku selama 1 Tahun (tahun anggaran berjalan) setelah
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mengumumkan perihal bantuan
tersebut.

7. Lembaga yang diajukan sudah memiliki tanda daftar yang dikeluarkan oleh Dirjen
Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

8. Proposal sudah kami terima paling lambat 30 Januari 2024.

Demikian disampaikan untuk diketahui semoga bermanfaat.
Om Santih, Santih, Santih, Om

Amlapura, 1 Januari 2024
Kepala

| Wayan Serinada,S.Pd.,M.Si

Dakumen ini telah ditanda tengani secara slekdronik.
Token : Qpap0l



DATA PERMOHONAN MASUK PERMOHONAN BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN (BOF)
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

NO

NAMA LEMBAGA

NAMA PENGURUS

ALAMAT LEMBAGA

NAMA REKENING

Janaki

Sumertini { Ketua) |
Kadek Saputra
Yogantara (
Sekretaris)

Desa Adat Linggawana Desa
Kertha Mandala, Kecamatan
Abang, Kabupaten
Karangasem

1 Yayasan FPadma Jyotir || Gst Putu Eka Desa Adat Buyan Desa
Mulyawan Wira Menanga Kecamatan
Senapati (Ketua) | Rendang Kabupaten
Made Dastra{ Karangasem YAYASAN PADMA
Sekretanisi081338443 JYOTIR
640 / 081236286356 /
081337067130
2 |Pimpinan Cabang | Ketut Suardana Jl.Cempaka, Gang Gunung
Kesatuan Mahasiswa |(Ketuz)| Gede Balik |Sarl No.01 Kelurahan
Hindu Dharma Sudiarta (Sekretaris)/ |Padangkerta. Karangasem PC KMHDI
Indonesia Karangasem |082248165729/ KARANGASEM
085782735968
3 |Pinandita Sanggraha |Pinandita Gede JI. Laksamana, Lingkungan
Nusantara Koordinator |Geden Adinata ( Kertasari, Kelurahan
Kecamatan Ketua) Pinandita  |Padangkerta :ggﬁiﬁﬁp
Karangasem Gede Kota KARANG AE‘.N
(Sekretaris) EM
4 [Pinandita Sanggraha |Pinandita Ir. | Gede |JI. Ulakan 22 Desa Rendang
Nusantara Korlap Kertiyasa ( Ketua) Kecamatan Rendang
Kecamatan Rendang |Pinandita | Putu Kabupaten Karangasem EE:SEE S‘M ATAN
Dipta( Sekretaris)
5 |Pinandita Sanggraha |Pinandita | Gusti Beji Klaci, JI Ke Wates Kaja
Nusantara Koordinator |Ngurah Suyasa, Desa Duda Timur Kec. Selat
Kecamatan Selat ST 5 Kom MM/ Kabupaten Karangasem
08122005838 (Ketua) PSN KECAMATAN
Pinandita Gede SELAT
Ngurah Agung
(Sekretaris)
6 |Pinandita Sanggraha |Pinandita | Made Jin. Kuncara Giri No. 16
MNusantara Koordinator |Sudiana {Ketua ) Bebandem PINANDITA
Kecamatan Bebandem |Pinandita | Ketut SANGGRAHA
Widia, 5.50s NUSANTARA
7 |Pinandita Sanggraha |Pinandita | Gede JI. Wr. Supratman, Kode Pos
Nusantara Koordinator |Sabda ( Ketua) 80852
Kecamatan Abang Finandita | Wayan gr&gggﬁ_l A
Tata Astawa NUSANTARA
{Sekretaris)
8 |Paiketan Sn Kania Ni Kadek Ayu Banjar Adat Linggawana,




Paiketan Pemangku
Siwa Soghata
Winangun

Jro Mangku | Nengah
Sudiarsana (Ketua)

Jro Mangku | Nyoman
Widiada [(Sekretarns )

Banjar Adat Abang Desa Adat
Kesimpar Desa Abang
Kabupaten Karangasem

10 |Paiketan Pamangku  |Jro Mangku | Nengah |Desa Kesimpar, Kecamatan
Vasudheva Sudiartha (Ketua) Jro |Abang Kabupaten
Kutumbakam Mangku | Ketut Kerta |Karangasem
Mahardika ( PAIKETAN
Sekretaris) PEMANGHKLU
08123603658081/ VASUDHEVA
081934306540/ KUTUMBAKAM
0812368080377
11 |Paiketan Pemangku | Wayan Deres ( Desa Adat Sangkan Gunung
Budi Suci Ketua ) DOrs. | Nengah |Desa Sangkan Gunung PAIKETAN
Suambem, Mpd ( Kecamatan Sidemen PEMANGKU BUDI
Sekretaris) Kabupaten Karangasem SUCI
12 |Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) Dr. Ni Nyoman
Supadmi, S.5. M.Pd (
Ketua) Dra. Ni Ketut WHDI KABUPATEN
Sudiasih, M.Si ( KARANGASEM
Sekretaris) Ni Luh
Putu Juni Aryani {
Bendahara) Jalan Ngurah Rai Amlapura
13 |Lembaga Ida Nyoman Sugatha, |Jin. Kapten Jaya Tirta
Pengembangan S5.Pd ( Ketua), | Gedung Civic Centre Unit ||
Dharmagita { LFDG) V/ayan Sulatra, S Ag |Lantai 2 Amlapura B0811
Kabupaten { Sekretans), | Gusti  |Kecamatan Karangasem LPDG KABUPATEN
Karangasem Ayu Sri Juliantari, Kabupaten Karangasem KARANGASEM
5.50s.H Provinsi Ball
14 |Kelompok Kena Drs. | Nyoman Pasek |Jalan Untung Surapati No.10
Penyuluh Agama Hindu |{ Ketua), | Putu Agus |Amlapura
Knator Kementerian Ananta Wijaya Sari, POKJALUH KEMENG
Agama Kabupaten 5.Pd H( Sekretaris), KARANGASEM
Karangasem Drs. | Wayan Putra (
Bendahara)
15 |Yayasan Insan Pelita || Nyoman Astawa, Banjar Dinas Penginyahan
Bali 5 Pd (Ketua), | Desa Tianyar Tengah

Wayan Dana, S.Pd(
Sekretaris), | Ketut De
Sujana Mahartana(
Bendahara)

Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali

YAYASAN INSAN
FELITA BALI
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Pinandita Sanggraha
Musantara Koordinator
Kecamatan Kubu

Pinandita | Nengah
Putu ( Ketua)
Pinandita | Gede
Putra Asmara (
Sekretaris) | Nyoman
Menget Ardiasa (
Bendahara)

Banjar Dinas Tulamben

PSN KECAMATAN
KUBU

Kantor Kementerian Agama







LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 127 TAHUN 2024 TANGGAL 5 PEBRUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA
DAN KEAGAMAAN HINDU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

AMA S JUMLAH
NO|  NAMA LEMBAGA ALAMAT LEMBAGA NO. REKENING il
EX - 2 3 B 4 5
DESA ADAT BUYAN DESA
| | YAYASAN PADMA MENANGA KECAMATAN | 4610-01-025405- |, 5 000 oo
© | JYOTIR RENDANG KABUPATEN 53-1 PR Lt
KARANGASEM
- BANJAR DINAS
PENGINYAHAN DESA
| YAYASAN INSAN TIANYAR TENGAH 4609-01-029317-
2. | PELITA BALI KECAMATAN KUBU 53.9 Rp-25.000.000,-
KABUPATEN
; KARANGASEM )
WANITA HINDU
, | DHARMA INDONESIA | JALAN NGURAH RAI - 0241-01-014264- | o oo (o0 o
'3 | WHDI) KABUPATEN | AMLAPURA (80811) 53.9 P:25:000.000,
: KARANGASEM o _ -
| "JLN. KAPTEN JAYA TIRTA
LEMBAGA GEDUNG CIVIC CENTRE
PENGEMBANGAN UNIT Il LANTAI 2 0241-01-014267-
4. | DHARMAGITA (LPDG) : Rp.25.000.000,-
AMLAPURA 80811 KEC. 53.7
KABUPATEN
akieialol] KARANGASEM KAB,
L=l - KARANGASEM
PAIKETAN PEMANGKU | DESA KESIMPAR,
5. | VASUDHEVA KECAMATAN ABANG gféflf-u =0T Rp. 10.000,000,-
KUTUMBAKAM KABUPATEN KARANGSEM
DESA ADAT SANGKAN
GUNUNG DESA SANGKAN |
6. | oot auey TMANGKU | GUNUNG KECAMATAN - _153-01-1}31 891- | 25.10.000.000,-
SIDEMEN KABUPATEN
KARANGASEM
JLN. LAKSAMANA, . -
PINANDITA LINGKUNGAN KERTASASI
SANGGRAHA KELURAHAN
NUSANTARA (PSN) PADANGKERTA 0241-01-014265-
7 | KORDINATOR KECAMATAN 53-5 Rp.10.000.000,-
KECAMATAN KARANGASEM
KARANGASEM KABUPATEN
KARANGASEM -
PINANDITA
SANGGRAHA JLN. ULAKAN 22 DESA
o | NUSANTARA (PSN) RENDANG KECAMATAN | 4610-01-024873- | o (0000 oo
- | KORDINATOR RENDANG KABUPATEN 53-7 p-10.000.000,-
KECAMATAN KARANGASEM
RENDANG




PINANDITA

BEJI KLACI, JLN, WATES

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTDR KFMEN_TERH’LN AGAMA

[ KOMANG BERATA

SANGGRAHA KAJA DESA DUDA TIMUR ,
9. | NUSANTARA (PSN) KECAMATAN SELAT gg}g-m-{usgz} Rp. 10.000.000, -
KORDINATOR KABUPATEN :
KECAMATAN SELAT | KARANGASEM
| [ PINANDITA
SANGGRAHA
JLN. KUNCARA GIRI NO. 16
1g; | NUSANTARA (FAN) BEBANDEM KABUPATEN | 7608-01-032310- | o, 16 000.000,-
KORDINATOR foreiti g 53-0
KECAMATAN
BEBANDEM
gﬂﬁggm | JLN. W.R. SUPRATMAN,
11. | NUSANTARA (PSN) e 4606-01-026169- | o, 10.000.000,-
53-7
KORDINATOR KARANGASEM
| KECAMATAN ABANG 3
KELOMPOK KERJA
PENYULUH AGAMA
HINDU KANTOR JLN. UNTUNG SURAPATI | 4607-01-017132-
12 | KEMENTERIAN AGAMA | NO. 10 AMLAPURA 53-9 | ER:80.000.000,°
KABUPATEN
KARANGASEM
Ditetapkan di Amlapura
Mengesahkan Pada Tanggal 5 Pebruari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Mengesahkan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN
KEAGAMAAN HINDU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
ANGGARAN 2024,

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
menetapkan sebanyak 12 [dua belas) Lembaga Penerima
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Lembaga
Keagamaan Hindu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masvarakat Hindu
mengalokasikan bantuan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini dan dibayarkan melalui mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Pengelolaan bantuan operasional lembaga diserahkan
sepenuhnya kepada Ketua Lembaga Agama dan Hindu
Keagamaan Kabupaten Karangasem.,

Ketua Lembaga Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud
diktum ketiga wajib menviapkan kelengkapan administrasi
persyaratan pencairan bantuan.

Ketua Lembaga Penerima Bantuan Operasional sebagaimana
dimaksud diktum ketiga mengatur dana bantuan secara
swakelola sesuai perencanaan dalam proposal dan
bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan.
Ketua Lembaga Penerima Bantuan Operasional Lembaga
sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan menyvampaikan
laporan atas penggunaan dana bantuan operasional yang
diterima paling lambat tanggal 30 Desember 2024.

Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan
Masvarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Tahun 2024 Nomor 025.07.2.419929/2024
Tanggal 24 Nopember 2023.

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Amlapura

Pada Tanggal 5 Pebruari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

PATEN KARANGSEM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
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KABUPATEN KARANGASEM

I KOMANG BERATA



LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Nomor : 01/LPDG/02/2024 6 Pebruan 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG)
Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

(::l prOV{Ns! BAY
"\ _-_'.-'




KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000
Terbilang : Dua Puluh lima Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan
Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amilapura, 6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua LPDG Kabupaten Karangasem
P.ahu;ﬂtﬂn Karangasem
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Kantor BANK BRI

0241-01-014267-63-7
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Tanda Pengenal KTP

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ] Tbk.
Lo L B0 W
FhetRn
i N
PERHATIAN

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini
hilang harap lapar kepada yang berwallb,

2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampirl dengan Surat Kuasa dan KT
Identitas asll penabung dan hanya dapat dilakukan dl Kantor BANK BRI asal {Unit Kerja
Pembuka Rekening).

3. Pada waet penarikan tunal, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KT/
Identites dirl lalnnya yang masih bedlaku,

4, Hank dibebaskan darl segala keraglan dan tuntitan yang timbul karena kehilangany
pemalsuan dan atan penyalabgunaan alas Buku Talningan Ini.

5. Pemabiung tidak dilienarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Baink,

\ .

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | EJ BANKBRI | % @promo_BRI




KANTOR CABANG AMLAPURA
Jalan Gajah Mada Ambapura Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 2274521686, Fax.( 0363 )
21788

‘i‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Rekening : LPDG KABUPATEN KARANGASEM

Nomor Rekening 1 0241-01-014267-53-7

Alamat 1 JL. KAPTEN JAYA TIRTA GEDUNG CIVIK

CENTER

Adalah benar Rekening Simpedes yang dibuka di Bank BRI Cabang Amiapura sesuai data di
atas yang dibuka per tanggal 02 Februari 2024 dan masih berstatus Aktif per tanggal 06
Februari 2024.
Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 06

Februari 2024

Untuk Keperluan :

“Syarat pengajuan Bantuan Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem."

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat
pihak penanda tangan dan tidak membebankannya dari segala tuntutan dari pihak manapun
juga

Amlapura, 06 Februari 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk
Cabang Amlapura
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website ; wunwe bali kemenaa.go.id/ e-mail : kabkarangasemakemenadq.qo. id

J AMLAFURA - BOB13

P —————— = ——————————
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- fg,:l JEk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG])
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, 5.E., M.Pd H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :  lda Nyoman Sugata,S.Pd
Jabatan ! Ketua LPDG Kabupaten Karangasem
Alamat . JIn. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit

I Lantai 2 Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengembangan
Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG)
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan
Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem berupa uang,
dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yvang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien. dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dan penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk



mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem sesuail
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Dharmagita
(LPDG) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruar
sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 avat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014267-53-7
Atas nama LPDG KABUFPATEN KARANGASEM

2) Tata Cara dan Syarat Penvaluran Pencairan Bantuan:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permochonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permchonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2] Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat

lahir batin.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penernima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua LPDG Kabupaten Karangasem

" \\J Y

['Rcass ‘:.'!_:: erata, S.E., M.Pd.H. T&”aT_lﬁrB/nlaﬂ Sugata,S.Pd
NIP. 19711008200604 1006
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KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- |24 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA (LPDG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama z | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP - 19711008200604 1006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasemn Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2, Nama A Ida Nyoman Sugata,S.Pd
Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem
Alamat :  JIn. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit

Il Lantai 2 Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengembangan
Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG)
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan
Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem berupa uang,
dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173 /PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk



mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Lembaga Pengembangan Dharmagita {LPDG) Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Dharmagita
(LPDG) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari
sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1] Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sckaligus secara langsung (LS) ke Rekening Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
pada Bank BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014267-53-7
Atas nama LPDG KABUPATEN KARANGASEM

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran {SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yvang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3] Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaatt dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masvarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantnr I{ementenan Agama I{etua LPDG Kabupaten Karangasem

Ida Nyoman Sugata,S.Pd




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : lda Nyoman Sugata,S.Pd

2. Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem

3. Alamat . JIn, Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit I Lantai 2
Amlapura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten
Karangasem tahun 2024 Ketua Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG)
Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga
Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Karangasem tersebut di atas
mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Lembaga Pengembangan Dharmagita
(LPDG) Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan
ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : lda Nyoman Sugata,3.Pd
2. Jabatan : Ketua LPDG Kabupaten Karangasem
3. Alamat : JIn. Kapten Jaya Tirta Gedung Civic Centre Unit Il

Lantai 2 Amlapura
Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua LPDG Kabupaten Karangasem




PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM DESA KESIMPAR
KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

%

Nomaor : 01/PP-VK/02/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di-
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam
Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk
memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan
kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan
Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam




KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Jumlah Uang 10.000.000
Terhilang Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang
Kabupaten Karangasem.
Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruar 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Paiketan Pemangku

Kahugaten Karangasem
R qﬂ‘;;m

Vasudheva Kutumbakam




Paiketan Pamangku

Vasudheva Kutumbakam

Desa Kesimpar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
HP 081 23 603 658 - 081 934 306 549 - 081 236 090 377

RENCANA PENGGUNAAN
DANA BATUAN OPERASIONAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024

1 Pelatihan dan Pembinaan Kepemangkuan = Rp. 2.500.000,00
Sarana dan prasarana = Rp. 5.000.000.,00

3 Operasional paiketan = Rp. 2.500.000,00
Jumiah =Rp. 10.000.000,00

Terbilang : sepulub juta rupiah

Kesimpar, 9 Pebruarn 2024
Paiketan Pamangku

Vasudhgva Kutumbakam
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website : wunw, bali kemenag go.id/ e-mail ;: kabkarangasem@kemenag. go.id
AMLAPURA - BD813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 12% [/Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
DESA KESIMPAR KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruar tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

Jabatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [r. Nengah Sudiartha
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam
Alamat . Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam
Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang
senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesual dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku
Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesual dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menenma dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah} untuk mendukung



Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan
Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang
Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim
Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem:.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem,
prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1} Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening 4606-01-027345-
53-4 Atas nama PAIKETAN PEMANGEKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor,

5. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copv rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara,

Pasal 6
FENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2} Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3] Semua keperluan materai terkait adminisirasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva

Kutumbakam

Ir. Nengal Sudiartha

NIP. 19711008200604 1006
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 15§ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM
DESA KESIMPAR KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No, 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama ! | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP 1 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

Jabatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat »  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Nengah Sudiartha
Jabatan :  Ketua  Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam
Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam
Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa uang
senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
yvang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku
Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan vang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wyang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung



Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan
Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang
Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim
Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti vang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem,
prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayvaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT ABANG No. Rekening 4606-01-027345-
53-4 Atas nama PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA KUTUMBAKAM

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan cleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalul Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
it Kutumbakam

| Korsarg Berata, S.E., M.Pd.H. Ir. Nengah Sudiartha
NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama ¢ Ir. Nengah Sudiartha

2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam

3. Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa
Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua
Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan
Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar Kecamatan Abang
Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara
maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam Desa Kesimpar
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam

Ir. Nengah Sudiartha



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. Nengah Sudiartha
2. Jabatan :  Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva Kutumbakam
3. Alamat : Desa Kesimpar Kecamatan Abang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali.
Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima,

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Paiketan Pemangku Vasudheva
Kutumbakam

Ir. Nengah Sudiartha



PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

%

Nomor : 01 /PP-DASKG/11/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di—
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem bermaksud
untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan
kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan
Kegiatan sesuail proposal vang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci

1 Wayan Deres



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci

Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
Kalgupiltﬂn gasem ﬁm%\ \

A
B 7.4
o N

A, S.Pd, M.Si [ Wayan Deres
99803 1 001




PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
DESA ADAT SANGKAN GUNUNG
DESA SANGKAN GUNUNG, KECAMATAN SIDEMEN, KAB. KARANGASEM
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI

NO URAIAN JUMLAH
1 Pelatihan dan Pembinaan Kepemangkuan Rp. 5.000.000,-
2 Busana Pemangku Rp. 5.000.000,-

kan Gunung, 12 Februari 2023
Bendahara/Juru Raksa

ngku Merta (Jro Mk. Merta)







PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

‘ KANTOR CABANG AMLAPURA
UNIT SIDEMEN

I Raya Sinduwati, Sidemen, Karangasem, Bal, Telp, (0366)5581752

Sidemen, 02 Februari 2024
Nomor : B. 16-KC-KBU/02/2024
Lampiran -
Perihal : Pengaktifan Rekening
SURAT KETERANGAN

Bersama 1ni kami sampaikan bahwa :

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening
461301021891538 an PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI telah aktif dan telah bisa
di gunakan ssebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami nuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,
PT Bank Rakvat Indonesia, T,BL:__. |I

Cabang Amlapura |

: "r;._:__! |:. =
-

Luh Taman Eka Widiasih ‘Mahwan
Kaunit CustumcrE:rv



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : wune. bali. kemenag go.id/ e-mail : kabkaranaasemi@iemernag. ao.id
! AMLAPURA - 80813
—_———— e ————
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 136 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

R T ] Kabupaten Karangasem berdasarkan

' Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama 3 | Wayan Deres
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan

Gunung Kecamatan Sidemen  Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnyva disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan din dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang
senilai  Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang
telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuail dengan Rencana
Penggunaan vang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKEREJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah] untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan



Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim
Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya
dilaksanakan mulai bulan Pebruan sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayvaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayvat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS} ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci
Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening
4613-01-021891-53-8 Atas nama PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah:

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yvang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara,

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
PASSTNN
5 D
(o S 7

I W_ilyan Deres

NIP. 19711008200604 1006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Wehbsite : wie bali. kemenai.go.id/ e-mail ; kabkarangasemnahemendg.go.id
AMLATPURA - B0B13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 15, /Kk.18.5.4/BA.03.2/02,/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd . H.
NIP : 197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Jahatan . Kabupaten Karangasem berdasarkan
" Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023
Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama - | Wayan Deres
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan

Gunung Kecamatan Sidemen  Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang
senilai  Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem vang
telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan vang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel,

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesual dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan



Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim
Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya
dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci
Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening
4613-01-021891-53-8 Atas nama PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah:

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP] untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemenintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung .Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2] Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor KEI[IEI‘ltEI'laIl Agama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci

1 Komang Berata S.E., M.Pd.H. [ Wayan Deres
NIP. 1971 IUUBEUDGU‘HGU’E



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Paiketan
Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan
Sidemen Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian
Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran
terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional,

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ket tketan Pemangku Budi Suci
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I Wayan Deres



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : | Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yvang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

I WEFEI];I. Deres
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KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang i Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pimandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama ua, Pinandita Sanggraha
ra Kecamatan Abang

" 1 Gede Sabda
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR EEMENTERIAN AGAMA EABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Suranpati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website | wwnw. bali. kemenag.qo.id/ ¢-mail : kabkarangasemikemenag.qo.id
AMLAPURA - B0OB13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 'H1 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama . I'Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
kKabupaten Karangasem berdasarkan

akyion Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masvarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I Gede Sabda

Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang

Alamat g Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem bherupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

g8 PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT ABANG No. Rekening 4606-01-026169-53-7 Atas nama PINANDITA
SANGGRAHA NUSANTARA

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Karangasem ._Keeamatan Abang
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Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP, 19711008200604 1006




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp /Fax. (0363) 21161
Website : wunire bali. kemenag.go.id/ e-mail @ kabkarangasemidkemenadg.qo.id
AMLAPURA - BO&L3

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- "lf.’ﬂ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yvang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Fahetan . Kabupaten Karangasem berdasarkan
’ Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : 1 Gede Sabda
Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha = Nusantara
Kecamatan Abang

Alamat : Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan vang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PPTHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKER.JAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT ABANG No. Rekening 4606-01-026169-53-7 Atas nama PINANDITA
SANGGRAHA NUSANTARA

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan ;

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dekumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Kemitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pthak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Karangasem

[ Gede Geden Adinata

NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : | Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
3. Alamat : JLWr.Supratman  Kecamatan Abang  Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024
dissimpan sesual dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruar 2024
-Ee;ﬂa Pinandita Sanggraha Nusantara

?Iﬁega.ma.tmlﬁhang

I Gede Sabda



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama

2. Jabatan

3. Alamat

| Gede Sabda

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Abang

: JI. Wr. Supratman Kecamatan Abang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yvang telah dibayar lunas

kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja

yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
-Ketua' Pinandita Sanggraha Nusantara
[ Kecamatan Abang

AT
o

N

e

I'Gede Sabda

pemeriksaan terhadap bukti-bukti



PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

_——____

Nomor : 01/KORCAM/PSN/I1/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan
Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
_ Kecamatan Bebandem

=, * it
|,

e &

1 Made Sudiana



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura,6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha

Kabupar.@n Karangasem ' Nusantara Kecamatan Bebandem
P ﬂ RIAN ' R

By ade Sudiana






KANTOR CABANG AMLAPURA
UNIT BEBANDEM
Jalan Raya Bebandem, Desa Bebandem Telepon No. (0363) 21308

I {‘ B ANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Bebandem, 02 Februan 2024
Nomor :B.18-KC-KBL/LYNAL2024

Lampiran ; -
Perihal  :Pengaktifan Rekekning

SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa ;

Memang benar pembuatan rekening don pengaktifan rekening dengan nomor
rekening 460801032310530 an PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA telah

aktif dan telah bisa digunakan sebagaimana mestinya,
Demikian surat pengantar ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

| Kadek Yoga Sujmna
Customer service

Dipindal dengan CamScanner




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website | weenw. bali kemenag.qo.dd/ e-mail : kabkarongasemigkemenag.go.id
AMLAPURA - 80813

e T —— e e e e e e e e T T e e
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 140 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama 3 I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

S Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomeor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : | Made Sudiana

Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Bebandem

Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnva disebut PTHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wvang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA ©bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8] PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyvarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS} ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bahl pada Bank BRI
UNIT BEBANDEM No. Rekening 4608-01-032310-53-0 Atas nama
PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;
b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
c. Dalam hal pengujian tidak sesual dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampir sebagai berikut:
1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJMj); dan
Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

A



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian han ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3} Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

K/B,E‘%!ﬂ.t\l{amngasem Kecamatan Bebandem
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- k]n /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruarn tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP é 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

dabatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama . I Made Sudiana
Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Bebandem

Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yvang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4} PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masvarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT BEBANDEM No. Rekening 4608-01-032310-53-0 Atas nama
PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan:
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

S. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musvawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Karangasem Kecamatan Bebandem

I Made Sudiana

NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Made Sudiana

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem

3. Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

~Amlapura, 6 Pebruari 2024
.~ Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
|2 _'.X-Egcgma.tan Bebandem
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama . 1 Gede Sabda

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem

3. Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan

Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

ﬁﬁmmamn Bebandem




KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KARANGASEM
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU
Jalan Untung Surapati No.10 Telepon/Fax (0363)21161
AMLAPURA 80813 Bali

e e T T T e —
Nomor : 01 /KKPAH /Kemenag. Krs/11/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastvastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabh.
Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yvang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasth.

ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama

Hindu Kab. Karangasem

----- -
il o,
- & —




KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari  : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 50.000.000,-
Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kab. Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Kelompak Kerja Penyuluh
Kabupaten Karangasem
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PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERQ ) Thk.
KANTOR CABANG AMLAPURA
UNIT AMLAPURA
Jalan Kesatrian, Amlapura — Karangasem. Telp. (0363) 21703

REFERENSI BANK
NO : B4z /XUMKR/02/2024

Alas Permintaan : I NYOMAN PASEK
Alamat : JLUNTUNG SURAPATI

Menerangkan dengan secbenamya bahwa rekening tabungan SIMPEDES
dengan nomor rekening 4607-01-017132-53-9  atas nama POKJAKLUH
KEMENAG KARANGASEM per tanggal 06 FEBRUARI 2024 di Kantor Unit
BRI Amiapura Kota dengan mutasi keuangan aktif sampai dengan surat ini
diterbitkan,

Referensi Bank ini diberikan untuk persyaratan melengkapi administrasi untuk
dana bantuan .

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaaan
tanggal 06 FEBRUARI 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang
bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dan pekerjanya dar
segala tanggung jawab secara hukum.

Amlapura, 06 FEBRUARI 2024
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Thk
UNIT AMLAPURA

Ahmad Mubassirin
SPV Unit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

" KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website | wune. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemiakemenadg.go.id

. ) AMLAPURA - BO813

Eem=——s,LSS S —— SIS
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- r'dfg_ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada han ini Selasa tanggal enam bulan Pebruar tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama ] | Komang Berata, S.E., M.Pd H.
NIP : 197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

SRR Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. 1 Nyoman Pasek

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menernima bantuan Operasional Kelompok Kerja
Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan vang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yvang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yvang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

g9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh



Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama
HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayvaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada FIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh
Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada
Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening 4607-01-017132-53-9 Atas nama
POKJALUH KEMENAG KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja

Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan wuang serta menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima

Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

SPP disampaikan kepada Pegjabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Permmyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem
dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama

‘Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP. 197110082006041006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website : wuiw, bali kemenag go.id/ e-mail : kabkarangasem@akemenag,go.id
AMLAPURA - BOR13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor ; B- i‘IL /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIFP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

Jabatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masvarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. | Nyoman Pasek

Jabatan :  Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompek Kerja Penvuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penvaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Kelompok Kerja
Penvuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesual dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8 PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuail dengan proposal vang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh



Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama
HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh
Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada
Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening 4607-01-017132-53-9 Atas nama
POKJALUH KEMENAG KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penvuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan wuang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP} untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

. Dalam hal pengujian tidak sesual dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (FPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan vang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3] Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem
dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

FIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama
ks Hmsiu I{ab Karangasem




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. | Nyoman Pasek

2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penvuluh Agama Hindu Kab.
Karangasem

3. Alamat : JI. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem
tahun 2024 Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten
Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh
Agama Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tersebut di atas
mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kab, Karangasem

h




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Drs. I Nyoman Pasek

2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab.
Karangasem

3. Alamat : JL. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali.
Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada vang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yvang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu

Kab.




PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

R R —— e e ——
Nomor : 01/KORLAP/PSN/11/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha lda Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat
Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

“UAIr. | Gede Kertiyasa



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang i Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:

Kepala Kantor Kementerian Agama

n Karangasem

nda , S.Pd, M.Si
3 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang
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PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KORLAP KECAMATAN RENDANG

Alamat : JI. Ulakan 22, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

KECAMATAN RENDANG

_- No Uraian Anggaran Volume Jumlah Semus Ket
I 2 3 4 5
A | Belanja Kesekretariatan ATK | Tahun Rp. 600.000,-
Pengadaan 2 buah alat untuk 2 x Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000.-

sangging Pinandita

B | |. Biaya Operasional untuk
Pelayanan Umat
2. SPPD Pengurus

12 x Rp. 200.000,-

Ke setiap kedesaan dan
kabupaten
12 x 100.000

Rp. 2.400.000,-

Rp. 1.200.000,-

' C | Biaya Kegiatan Rapat-rapat dan
Musyawarah PSN Kecamatan
Rendang

- Biaya Kegiatan Rapat

Rp. 1.700.000,-

D | Biaya Transport dan Konsumsi
untuk Kegiatan Sosial ke luar
Daerah.

Koordinasi

- Biaya Musyawarah Rp. 2.500.000.-
PSN Kecamatan

2 x Rp. 300.000 Rp. 600.000.-

Jumlah

Rp. 10.000.000,-

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang
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Kantor BANK BRI
4610 BRI UNIT MENANGA CIF : PLISDSO

No. Rekening
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KANTOR CABANG AMLAPURA

UNIT MENANGA
Julan Raya Menanga Kangin Kecamatan Rendang Telp. ( 0366 ) 03665502484

‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.

REFERENSI

NO. B. 15 /KBLU-11/02/2024

Atps Permintaan : PSN KECAMATAN RENDANG
Alamat : Banjar Dinas Rendang Kelod Desa Rendang Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem

Mencrangkan dongan scbonamya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor
Rekening 4610-01-024873-53-7 atas nama PSN KECAMATAN RENDANG di Kantor BRI Unit
Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Reterens: imi dikeluarkan sesual permintaan dan pemegang rekening tertanggal U5 Februan 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenamva menurut keadaan tanggal 05 Februari 2024
dalam rangka memenuhi permintaan nasabah vang bersangkutan tampa ikatan apapun dan
membebaskan BRI dan segala tanggung jawab secara hukum, akibat dan penvalahgunaan rekening
tersebur diatas,

Menanga, 05 Februari 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thl
UNIT MENANGA

AN ;—-—"""” rm-:.'!l'::ﬂ_.—-'
Ida Avu Widian
Ka Unit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website | wunw, bali. kemenag.qo.id/ e-mail @ kabkarangasemickemenadg. go.id
AMLAPURA - BOE13

——— e e . . ——,

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 138 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama 4 I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP r 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

Jabatan ~ Kabupaten Karangasem berdasarkan

' Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419920/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. | Gede Kertivasa

Jabatan : Ketua  Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

Alamat :  Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dar penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wvang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dan PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bhersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUF PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT MENANGA No. Rekening 4610-01-024873-53-7 Atas nama PSN
KECAMATAN RENDANG

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesual dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembavaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dar Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia uantuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyvai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Rendang

—

| Komang Berata, S.E., M.Pd.H. e
NIP. 197110082006041006 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website : wunp, beli, kemenag go.id/ ¢-mail - kabkarangasem@k Emend. qo.id
AMLAPURA - 80813 '

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- |3} /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

: ) Kabupaten Karangasem berdasarkan

L ' Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat - Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419920/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama + Ir. | Gede Kertiyasa
Jabatan - Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

Alamat ? Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesual dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dar PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA Dbersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasgal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan wvaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnyva dilaksanakan mulai
bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT MENANGA No. Rekening 4610-01-024873-53-7 Atas nama PSN
KECAMATAN RENDANG

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

fl,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan,

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4, Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor,

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM}; dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank,



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
abupaten Karangasem Kecamatan Rendang

rBerata, S.E., M.Pd.H. Ir. I Gede Kertiyasa
NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir.l Gede Kertiyasa
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
3. Alamat : Jl Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bulti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesual dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

Ir. | Gede Kertivasa



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. 1 Gede Kertivasa

2, Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang

3. Alamat : JL Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali .

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnva.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara




PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

“

Nomor : ﬂlfKDRlAPjPSNfIIIEDi‘! 6 Pebruar 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha lda Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan
Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal vang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem

| Gede (leden Adinata



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Karangasem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruar 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kahu_pﬂgﬂ Karangasem Kecamatan Karangasem

akda , S.Pd, M.Si

9690323 199803 1 001
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KANTOR CABANG AMLAPURA
Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21009, 21026, 21787, 2274521680, Fax.( 0363 )
21788

‘i‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Rekening : PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
Nomor Rekening :0241-01-014265-53-5
Alamat : Lingkungan Penaban Kecamatan Karangasem

Adalah benar Rekening Simpedes yang dibuka di Bank BR1 Cabang Amlapura sesuai data di
atas yang dibuka per tanggal 2 Februari 2024 dan masih berstatus Akftif per tanggal 02
Februari 2024,
Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02
Februari 2024.

Untuk Keperluan :

“Melengkapi Persvaratan Pencairan Bantuan Tahun 2024, ™

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau scjenisnya dan tidak mengikat
pihak penanda tangan dan membebankannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk
Cabang Amlapura l

AL]; wa-,

A RTIN AH
Amol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Webhsite | www, bali. kemenag.go.id/ e-mail ;| kabkarangasemiaskemenadg.ao.id
AMLAPURA - BO813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B—13$1 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama ) I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP - 197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

Sabatadi . Kabupaten Karangasem berdasarkan
°  Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama . | Gede Geden Adinata

Jabatan : Ketua  Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem

Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan
Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab.
Karangasem, Prov. Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2] PFIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8] PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasemrn sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnyva dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024,

1)

2]

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1} Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank
BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014265-53-5 Atas nama
PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita

Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima

Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayvar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

S}egala hgntuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dlkequlan hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2} Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Karangasem

Lo |i_,_:.:'“.-: ; :
| Komang Berata, S.E., M.Pd.H. | Gede envAdinata
NIP. 197110082006041006






Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWA.JIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000,000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2} PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5} PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA,

7) PIHAK KEDUA Dbersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8} PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9] PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuail dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2]

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal | ayat (1} Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank
BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014265-53-5 Atas nama
PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penvaluran Pencairan Bantuan :

4.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuail dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM)] dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani cleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yvang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJMj; dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian mni.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

' Karangasem —Keeamatan Abang

NG
I Komang Berata, S.E., M.Pd.H. I Gede Sabda
NIP. 19711008200604 1006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama I Gede Geden Adinata

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem

3. Alamat : JlL. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan
Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem,
Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari,
atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem

| Gede Geden Adinata



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : 1 Gede Geden Adinata

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem

3. Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan
Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem,
Prov. Bali

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem







KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapum 6 Pebruan 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama na anggraka Nusantara
Kabupaten Karangasem AT

! Gusti] vﬂgur&h Suyasa, ST, S.Kom.MM




PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM
Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem

RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB)
BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

KECAMATAN BEBANDEM
Uraian Anggaran f Jumlah Ket
volume Semua
B 2 . 3 4 5
Belanja Kesekretariatan
ATK 1 TAHUN Rp 500.000.-
Biaya Operasional untuk | 5 X Rp. 200.000,- Rp 1.000.000.-
pelayanan umat
Biaya Kegiatan Rapat / 4 X Rp. 750.000.- Rp 3.000.000 -
Musyawarah PSN
Alat Sangging 11 X Rp 500.000,- Rp 5.500.000,-
Jumlah Rp 10.000.000,-

Sepuluh Juta Rupiah

Pinandita Sanggraha Nusantara




Kantor BANK BRI

No. Rek
Nama
Alamat

Tabungan BRI

Simp:des

i Serba Bisa

4612 BRI UNIT SELAT CIF : PLY1370
4512-01-028823-53-2 07-02-2024
ening  PSN KORLAP SELAT i
BANJAR DINAS WATES KAJA RL. D%f{}gﬂ KATAT?%%LTT?A
088602115517000

Tanda Pengenal KTP :

Ketud A CERPETHBIS

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

’3

...........................................................

Disahkan oleh,

" m&‘“/mﬂ‘m |
ede Eka Wiguna

................. e

Tbk.

r" ™
PERFI'ATIAN
! 1, Periksalah saldo tabungan Anda sebeium meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungzn i
~ hilang hatap lapor kepada yang berwajib,
2 Penduikan tupai yang diwakilkan, harus dilampin dengan Sural Kuasa dan KTP/
;,— identias asll penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja
Pembuka Rekening).
i 3. Pada saat penatikan tunaj, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/
Identitas diri lainnya yang masih berlaku
'f ‘Bank dibebaskan dari segala kerugean dan tuntutan yang timbul katena kehilangan)
. pemalsuad dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini
e m:zl

idlk dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank
\ T

c R e

J

CONTACT BRI, {40 /7;1500017 | www.bri.co.id I BANKBRI W =promo_ BRI

JTP-03-23

o 11749813

Dipindai dengan CamScanner



PT. BANK RAKYA'T INDONESIA ( PERSERO )Tbk,
‘ KANTOR CABANG AMLAPURA
UNET SELAT
dnlan Hayan Selal, Desn Selnl, Kecamatan Selal Telp, 03665553566

REFERFENSI

NI B 25 FKBUFXII2024

Meneranpkan dengan sehenarmyn bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor
Nekenug A612-01-028823-53-2 atas nmnn. PSN KORLAP SELAT dengan jumilah saldo per tgl
070272024 sebesar WKp 50,000 di Kantor B Unit Selat ada dan masih akiil sampai dengan surat ini
diterhitkan

Referensi ini dikeluarkan untuk untuk keperluan persyaratan Penerima Banluan dari Kementrian

Apama

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadsan tanggal 7 Februan 2024
dalam rangka memenuhi permintaan  nasabab yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan
membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekenmg

terscbul dhimtns

Selat, 7 Februari 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk.
UNIT SELAT
e -""—:r—"ﬁ/'
:f.'f | Gede Eka Wiguna
Kaunit

Dipindai dengan CamScanner



EKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR EEMENTERIAN AGAMA EABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax, (0363) 21161
Websile : wune. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemi@kemenag.qgo.id
AMLAPURA - BOR13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- |39 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT
KABUFPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruan tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

dabutan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama 4 I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S. Kom.MM
Jabatan !  Ketua  Pinandita Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Selat

Alamat : Beji Klaci, J1. Ke Wates, Duda Timur, Kee. Sr:lat
Kab. Karangasem, Prov. Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
FIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yvang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wyang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar REp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan
Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT
SELAT No. Rekening 4612-01-028823-53-2 Atas nama PSN KORLAP
SELAT

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen [PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan wuang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pegjabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank,



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh FIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunvai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materal terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

ol Ll |

Sels

Just-s ;Eerata, S.E.,, M.Pd.H. [ Gusfi Ngurah Suyasa, ST, S.Kom .MM
NIP. 19711008200604 1006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website @ wuhw, bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemiakemenag. go.id
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-1%29 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KARANGASEM FROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruan tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1, Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

dapatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat ; Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : | Gusti Ngurah Suyasa, ST, S. Kom. MM
Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Selat

Alamat : Beji Klaci, J1. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat,
Kab. Karangasem, Prov. Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem vang telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yvang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Nepgara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9] PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan waitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan
Pebruar sampai bulan Desember 2024.

1]

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 avat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT
SELAT No. Rekening 4612-01-028823-53-2 Atas nama PSN KORLAP
SELAT

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. 3PP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank,



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan vang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musvawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
e 2 Kecamatan Selat

[ Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : | Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM
2. Jabatan . Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
3. Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab.

Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun 2024
disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Am‘;apura 6 Pebruarl 2(]24

[ GustiNgurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : 1 Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Selat

3. Alamat . Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kah.

Karangasem, Prov. Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yvang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.




WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Nomor : D1/WHDI.KAB.KRS/01/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran @ 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di-—
Amliapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.




KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumiah Uang : 25.000.000
Terbilang : Dua Puluh lima Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepaja P;antor Kementerian Agama Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
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KANTOR CABANG AMLAPURA
Jalan Gajah Mnda Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745,21686, Fax.( 0363 )
21788

SURAT KETERANGAN

‘i PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WHDI KABUPATEN KARANGASEM
Alamat : JALAN NGURAH RAI AMLAPURA
No Rekening : 0241-01-014264-53-9

Adalah benar rekening Simpedes yang baru dibuka per tanggal 02 Februari 2024 di BRI
Kanca Amlapura dan berstatus Aktif per tanggal 02 Februari 2024

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02
Februari 2024,

Untuk Keperluan :

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat
pihak penanda tangan dan membebankannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk




Jalan Ngurah Rai-Amlapura (30811)
Telpan HP.085237008174

WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA OPERASIONAL
WANITA HINDLU DHARMA INDONESIA (WHDI)

KAEBLUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024

N URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN HARGA | JUMLAH
1 EEGIATAN
| Honor Narasumber 2 orang [ 000,000 | 2000 000
2 Bahan Prakuk - Set B0 000 BOE 000
mn BELANIA MAKMIN
| Rapat Rutin 54X12 Orang/bulan 10000 | 6.480.000
2, Lapangan 4X%12 Orang/bulan 50000 [ 2 400.0G0
111 | BELANIA ATEK 717000
| Beli Kertas HVS Folia
2. Map Folio
3. Amplop
4. Buku Tulis Folio
IV | BELANJA CETAK 485.000
| Foto copy
2. Iihd huku laporan
v BAHAN BAKAR 500 Liter 13,500 | 6.750.000
Premium
V1 | PERJALANAN DINAS
Rapat Ke Provinsi 8 Orang 200000 1 1.600.000
Pembinaan ke Kecamatan AX12 Orang S0.000 | 2400 00D
VII | BELANJA BEBANTEN
Banten Pgjatian 5 Set 250,000 | 1250000
JUMLAH 25,000,000
Ketua

T3 Kabupaten Karangasem




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
- KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
- Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website | wonw. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasem@kemenae. go.id
AMLAPURA - BOE13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 122 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada han ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama ; | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ni Nvoman Supadmi, S.5.,M.Pd.
Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem

Alamat :  Jalan Ngurah Rai - Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK FERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Ep.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem vang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4} PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dar penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9] PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk



menc}ukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari
sampail bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014264-53-9 Atas nama
WHDI EABUPATEN KARANGASEM

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang digjukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. 8PP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yvang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4, Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian han ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kan_,t.nr Kgmﬂntf:nan Agama Ketua WHDI Kabupaten Karangasem

NiD. 19711 GORIC0E0I00E.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR EEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Websile : wny. bali kemenag.go.id/ ¢-mail : kabkarangasemakemenag. go.id

AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-122 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama J Dr. Ni Nyoman Supadmi, $.5.,M.Pd.
Jabatan ¢ Ketua WHDI Kabupaten Karangasem

Alamat :  Jalan Ngurah Rai — Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2} PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3} PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8 PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

§) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk




mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari
sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (L3) ke Rekening Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014264-53-9 Atas nama
WHDI EABUPATEN KARANGASEM

2) Tata Cara dan Syvarat Penyaluran Pencairan Bantuan:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yvang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b, PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pagal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian har ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapal kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA FIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kanto _H.Emen terian Agama

5 WHDI Kabupaten Karangasem

Dr. Ni Nyoman Supadmi, 8.8.,M.Pd.

NIP. 191 10082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai — Amlapura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten
Karangasem tahun 2024 Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tersebut di atas
mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan
ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan admimistrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pemyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruarn 2024
etua WHDI Kabupaten Karangasem




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Ni Nyvoman Supadmi, S.5,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai - Amlapura

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja

yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem




YAYASAN INSAN PELITA BALI
BANJAR DINAS PENGINYAHAN,DESA TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

h

Nomor : 01/1PB/01 /2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera
melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayasan|Insan Pelita Bali




KUI

Sudah Terima Dari

Jumlah Uang
Terbilang

Untuk Pembayaran

Mengetahui:

Ke-pa]& Kantor Kementerian Agama

NH’"—lEiEQDSZE 1993{]3 1 DU]

TANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

25.000.000

Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar

Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah
Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Yaﬁasan Insan Pelita Bali

T

| Nyorsith Asthwa,S.Pd,M.Si









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

' KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : wwn bali. kemenag.go.id/ e-mail | kabkarangosemiakemenag.qo.id
| AMLAPURA - BDOR13
= ———————————————————— ==

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-13| /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN
KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI
TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama - | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan 1 Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No, 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama - [ Nvoman Astawa, S.Pd.M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
Alamat : Banjar Dinas Penginvahan Desa Tianyar Tengah

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali.



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar
Dinas Penginvahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Yayasan I[nsan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bah Banjar
Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu yang telah
ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan
Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yvang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel,

9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dar penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8] PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk
mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yavasan Insan Pelita Bali



Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu sesuai
dengan proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti vang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Yavasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginvahan Desa Tianyvar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnyva dilaksanakan
mulal bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1} Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita
Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No.
Rekening 4609-01-029317-53-9 Atas nama YAYASAN INSAN PELITA
BALI

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan
Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuail dengan petunjuk
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dekumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pegjabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima DBantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
vang akan dicairkan,

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh
Kepala Kantor;

5. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisthan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negen
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama Yavasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat

lahir batin.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Yavasan Insan Pelita Bali
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-13[ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN
KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI
TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP = 197110082006041006
Jabatan 2 Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama - I Nvoman Astawa, S.Pd.M.Si
Jabatan :  Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
Alamat : Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali.



"t’e:mg bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar
Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut °

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyvaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar
Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu vang telah
ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan
Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4} PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agarmna dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk
mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali



Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti vang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita
Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No.
Rekening 4609-01-029317-53-9 Atas nama YAYASAN INSAN PELITA
BALI

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

&.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan

Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk

Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen,

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh
Kepala Kantor,

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisthan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yvang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali

1 Nyo r-lj Astawa, S.Pd.M.Si




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : | Nvoman Astawa,S.Pd,M.Si
2. Jabatan . Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan

Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan,Desa
Tianyar Tengah Kecamatan Kubu tahun 2024 Ketua Yayasan Insan Pelita Bali.
Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali tersebut di
atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut
penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali
tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : | Nyoman Astawa,5.Pd,M.Si
2. Jabatan . Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima,

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Ygyvasan Insan Pelita Bali




YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN
DESA MENANGA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

e il e e

Nomaor :01/YPJ/1I/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa
Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk
memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masvarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan
kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan
Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayﬁ,gan Padma Jyotir

Y.

"Au‘f‘

| Gusti Putu Eka MulyawanWira Senapati



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000
Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Ygﬁaan Padma Jyotir

-\.-.
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5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank
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KANTOR CABANG AMLAPURA

UNIT MENANGA
Jalan Raya Menangn Kangin Kecamnatam Rendang Telp. { 0366 ) 03665502484

‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.

REFERENSI

NO. B. 17 /[KBU-11/62/2024

Atns Permintzan @ YAYASAN PADMA JYOTIR
Alamat i Banjar Dinas Buyan Desa Menanga Kecnmatan Rendang
Kabupaten Knrangnsem

Mencrangkan dengan schenamya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpodes dengan nomor
Rekening 4610-01-025405-53-1 atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR di Kantor BRI Unit
Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referens: im dikeluarkan sesuai permintaan dan pemegang rekemng tertanggal 06 Februan 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 06 Februari 2024
dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan fanpa ikatan apapun dan
membebaskan BRI dan segala tanggung jawab secara hukum, akibat dan penyalahgunaan rekenmg
tersebut diatas,

Mennngn, 06 Februari 2014
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thl
UNIT MENANGA

PR LT

L _.__'_\_'_jd
e
KANTOR 0pg
CTENTY 1)

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- 120 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem,
Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di
bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, 3.E., M.Pd.H.
NIP 2 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementenan Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA.

2. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
Alamat :  Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan

Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri
dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN
1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang
ditetapkan.

2) FIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang vang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma
Jyotir Desa Adat Buvan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang,
dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173 /PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan
Keagamaan Hindu PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan



Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir
Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yavasan Padma Jyotir Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnva dilaksanakan mulai bulan
Pebruari sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1} Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan
Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening
4610-01-025405-53-1 Atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yvang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penvaluran
Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permchonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima
dan Pejabat Pembuat Kemitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2
apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan
pertanggungjawaban vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnyva
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke
Kas Negara.

Pasal 6

PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapal kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negen
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyvan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pithak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Yayagan Padma Jyotir

I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : wunw. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasem@akemenaa.do.id

AMLAPURA - 80812

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- [50 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU

TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementernian Agama Kabupaten Karangasem,
Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di

bawah ini:

1. Nama
NIP
Jabatan
Alamat

[ Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

Jabatan
Alamat

[ Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

Ketua Yayasan Padma Jyotir

Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengkatkan diri
dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN
1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000.-
(dua puluh lima juta rupiah) sesual dengan alokasi anggaran yang
ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma
Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang,
dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan,

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9} PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan
Keagamaan Hindu PIHAK EKEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar
Rp.25.000.000,- {dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan



Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yavasan Padma Jyotir
Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yavasan Padma Jyotir Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnya dilaksanakan mulai bulan
Pebruari sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan
Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening
4610-01-025405-53-1 Atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penvaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima
dan Pejabat Pembuat Kemitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2
apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke
Kas Negara.
Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat

lahir batin.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Ka_ntor Kementerian Agama Ketua Yayasan Padma Jyotir




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : 1 Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang

Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan, Desa Menanga,
Kecamatan Rendang tahun 2024 Ketua Yayasan Padma Jyotir. Apabila di
Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tersebut di atas mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti
pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tahun 2024 disimpan sesuai
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ketua,Yayasan Padma Jyotir
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1 Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : 1 Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang

Kabupaten Karangasem
Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
ayasan Padma Jyotir

tu Eka Mulyawan Wira Senapati



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAE. KARANGASEM

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomar 000184 Tanggal 20-Fab-2024 Halaman 1 dari 3
Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumiah Rp 220.000.000,00

**=* DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan ; LS-BANYAK PENERIMA
Dasar Pembayaran
DIPA Jatuh Tempo - Tenadwal
Mamor s DIPA-025.07.2.419929/2024 Cara Bayar : 5P2D
Tanggal :28-Nov-2023
Uy NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024
PEMGELUARAN JUMLAH UANG
419929154 521233 02507DC. 21430ELADDODODGD 00000, 2.2205.2 000000, 000000 220.000,000,00
Jumiah Pengeluaran 220.000.000.00
POTONGAN JUMLAH UANG
0,00
Jumlah Potongan 0.00
TOTAL PEMBAYARAN 220.000.000.00
Kepada:
Momaor - 596134 Bank [ Pos . Tartampir
Mama Supplier - PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA Rekening . Tarlampir
HKEAGAMAAN HINDU ; 1
NPWP1 . D001602838807000 L“m Pemitk ;“:';hm"" St oo famsnm i s
| raian = dyaran 2rja Darandg rlipE Fedm an nuen
NPWP2 - O1602A3R P00 Opardsional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
NOP : Tahun Anggaran 2024 perdosarkan 5K Nomer 127
ALAMAT + Jalan Untung Surapatl Mo, 10 Amiapura Tahun 2024 1anggal 05-02-2024
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telal o, Karangasem, 20 Februari 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran g3 : sa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjulnya bukt-bulti pendukung dimakisud disimpan da : alfa) Renandatangan SPM

ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SEM

Kebenaran perhitungan dan isl yang tertuang dalam SPM ini manjadi t3
jawab Pejabal Penandatangan SPM




KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 000184 Tanggal 20-Feb-2024 Halaman 1 dari 3
Kuzsa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumiah Rp 220.000.000,00

o DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH ****

TantnAnggarsn 2024 Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Dasar Pembayaran
DiPA Jatuh Tempo @ Terjadwal
Momor @ DIPA-D25.07.2.410920/2024 Cara Bayar - SP2D
Tanggal | 28-Mov-2023

Uy NOMOR 18 TAHUMN 2023

TENTANG APBRN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG
418929,154 521233,025070DC, 21430E1.ADODDOOO0 1.00000, 2.22056.2. 000000000000 220.000.000,00
Jumilah Pengeluaran 220.000.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
0.00
Jumlah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 220.000.000,00

Kepada:

MNomaor - 9089134 Bank / Pos i Terlampir

Mama Supplier - PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA Rekening o Terampir

KEAGAMAAN HINDU i .
NPWP - 0001602838207000 Mama Pemilik o Terlampr
NPWP2 : 0001602838907000 Uraian : Pambayaran Belanja Barang berupa Pemberian Bantuan
- Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
NOP : Tahun Anggaran 2024 berdasarkan 5K Nomar 127
ALAMAT = Jalan Untung Surapati Mo. 10 Amiapura Tahur 2024 tanggal 05-02-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen tal
diuji dan dinyalakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayscar-3als

beban APBN, selanjutnya bukli-bukti pendukung dimaksud disimpa
ditalausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kuasa Pengguna Anggaran
gbat Pengpndatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan Isl yang tertuang dalam SPM ini
|awab Psjabat Penandalangan SPM
















KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

MNamor : 00018A

Tanggal : 20-Fab-2024

Halaman 2 dari 3

Mama Penerima

No | Nomor Rekening Nilai Ruplah ::::: ::::nlng Penerima
NPWP
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA BANK RAKYAT INDONESIA
KABUPATEN KARANGASEM
’ v el 25.000.000.00 | LPDG KABUPATEN KARANGASEM
8070000000907000 _ .
FAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA BANK RAKYAT INDONESIA
% KUTUMBAKAM 10,000,000 00 | PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA
A60601027345534 skt KUTUMBAKAM
8070000000907000
PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI BANK RAKYAT INDONESIA
3 461301021891538 10.000.000,00 | PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
qo7o000000807000
FINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
4 KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 10.000.000.00 PINANDITA SANGGERAHA NUSANTARA
ABOE01026169537 ARl
2070000000907000
FPINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDIMATOR KECAMATAN BEBANDEM PINANDITA SANGGERAHA NUSANTARA
5 | 460801032310530 10.000.000,00
9070000000907000
KELOMPOE KERJA PENYULUH AGAMA BANK RAKTAT INDONESIA
HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA POKJALUH KEMENAG KARANGASEM
B KABUPATEN KARANGASEM 50.000.000,00
480701017132539
0210000000021000
PINANDITA SANGGRAHA NUSANT ARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN RENDANG PSM KECAMATAN RENDANG
T | 461001024873537 10.000.000,00
8070000000907000
PINANDITA SANGGRAHA NUSANT ARA, BANK RAKTAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN PSH KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
B KARANGASEM 10.000.000,00
024101014 265535
8070000000907000
PINANDIT A SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKTAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN SELAT
9 | 461201028823532 10.000.000,00 | PSN KORLAP SELAT
8070000000907000
WANITA HINDU DHARMA KABUPATEN BANK RAKYAT INDONESIA
KARANGASEM
U i e 26.000.000.00 | WHDI KABUPATEN KARANGASEM
5070000000907000
YAYASAN INSAN PELITA BALI BANK RAKYAT INDONESIA
11 | 460801029317539 25.000.000,00 | YAYASAN INSAN PELITA BALI
5070000000907000
YAYASAN PADMA JYOTIR BANK RAKYAT INDONESIA
12 | 461001025405531 25.000.000,00 | YAYASAN PADMA JYOTIR

S070000000907000




s

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB, KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomaor | 800184 Tanggal : 20-Fehb-2024 Halaman 2 dari a
Nama Penerima ) ) Nama Bark
Mo :;r:;r Rekening Nilai Rupiah Nama Rakaning Penarima
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA BANK RARKYAT INDONESIA
1 KABUPATEN KARANGASEM 25 000,000,060 LPDG KABUPATEN KARANGASEM
024101014267537 - TR
9070000000207000
FAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA BANK RAKY AT INDONESIA
KUTUMBAKAM PAIKETAM PAMANGKLU VASUDHEVA
? 460601027345534 15RN0-000, 49 KUTUMBARKAM
SOF 0000000907000
PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI BANK RAKYAT INDOMESIA
3 461301021891538 10.000,000,00 | PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
07 000000807000
PINANCITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDOMNESIA
, | KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 10.000.000.60 | PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
460601026168537 e B
g070000000907000
PINANDIT A SANGGRAHA NUSANT ARA BANK RAKYAT INDONESIA
5 KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM 10.000.000.00 | PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
460801032310530 4 FA
a0Tno00000anTo00 = —
KELOMPOE KERJA PENYULUH AGAMA BANK RAKYAT INDONESIA
HINDU KANTOR KEMENTERLAN AGAMA POEJALUH KEMENAG KARANGASEM
& KABUPATEN KARANGASEM 50.000.000.00
460701017132539
0210000000021000
PINANDITA SANGGRARA NUSANT ARE, BANK RARKY AT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN REMDAMNG PEMN KECAMATAN RENDANG
7| 451001024873537 18.800.000,00
S070000000807000
PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
8 KARAMNGASEM 10.000,000,00
024101014265535
Q070000000807 000
PINANDI A SAMGGRAHA MUSANT ARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN SELAT FSN KORLAP SELAT
9 | 461201028823532 10.600.000,00
B0T0000000807000 — =
WANITA HINDU DHARMA KABLUPATEN BANK RAKYAT INDONESIA
KARAMNGASEM WHDOI KABUPATEN KARANGASEM
10 | n24101014264539 25.000.000,00
BOT000O0O0S0T7000 a
YAYASAN INSAN PELITA BALI BANK RAKYAT INDONESIA
11 4E09010293175349 25.000.000,00 | YAYASAN INSAN PELITA BALI
S0Y0000000207000
YAYASAN PADMA JYOTIR BANK RAKYAT INDONESIA
12 461001025405531 25.000.000,00 | YAYASAN PADMA JYOTIR
9070000000807000




DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA LEMBAGA NO. REKENING | JUMLAH BANTUAN | TANDA TANGAN
1 |YAYASAN PADMA JYOTIR 4610-01- Rp.25.000.000,-
025405-53-1
2 |YAYASAN INSAN PELITA BALI 4609-01- Rp.25.000.000,-
029317-53-9
3 |WANITA HINDU DHARMA 0241-01- Rp.25.000.000,-
INDONESIA {WHD1) KABUPATEN 014264-53-9
KARANGASEM
4 |LEMBAGA PENGEMBANGAN 0241-01- Rp.25.000.000,-
DHARMAGITA (LPDG) KABUPATEN |(014267-53-7
KARANGSEM
5 |PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA |4606-01- Rp.10.000.000,-
KUTUMBAKAM 027345-534
& |PAIKETAN PEMANGEU BUDI SUCI 4613-01- Ap.10.000.000,-
021891-53-8
7 [PINANDITA SANGGRAHA 0241-01- Rp.10.000.000,-
MUSANTARA (PSN) KORDINATOR (14265-53-5
KECAMATAN KARANGASEM
8 |PINANDITA SANGGRAHA 4610-01- Rp.10.000.000,-
NUSANTARA (PSN) KORDINATOR ~ |024873-53-7
KECAMATAN RENDANG
9 |PINANDITA SANGGRAHA 4612-01- Rp.10.000.000,-
. NUSANTARA (PSN) KORDINATOR 028823-53-2
KECAMATAN SELAT
10 |PINANDITA SANGGRAHA 4608-01- Rp.10.000.000,-
MUSANTARA (PSN) KORDINATOR 032310-53-0
KECAMATAN BEBANDEM
11 |PINANDITA SANGGRAHA 4606-01- Rp.10.000.000,-
NUSANTARA (PSN) KORDINATOR 026169-53-7
KECAMATAN ABANG
12 |KELOMPOK KERJA PENYULUH 4607-01- Rp.50.000.000,-
AGAMA HINDU KANTOR 017132-53-9
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KARANGASEM
hﬂl&nggtqhul Amlapura,  Pebruari 2024
z""'_ﬂi’l'l*-"’ﬂ v Bendahara Pengeluaran

|'|

ﬁﬂnﬁaﬁg g:a.,SE M.Pd.H

06041006

| Gede Surya Darmawan, 5.E
NIP.197402102008011010




PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tk
KANTOR CABANG AMLAPURA

: J ' UNIT SIDEMEN
N Raya Sindywati, Sidemen, Karangasem, Bat, Telp (01665581 152

Sidemen, 02 Februari 2024

Nomor B 16-KC-KBU/02/2024

Lampiran -
Perihal . Pengaktifan Rekening

Bersama 1ni kami sampaikan bahwa

Memang benar pembuatan rekeming dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening
461301021891538 an PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUC! tefah aktif dan telah bisa

di gunakan sschagsimana mestinva
Demikian sural pengantar ini kami nuat untuk digunakan sebagatmana mestinya

PT Baak Rakyat Indonesta, T.BK.

Cabang Amispurs
Unit Sidemen

8 'Ih:_* ; : ‘
Luh Taman Eka Widiasih
Komunit Customer Service




PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

‘ KANTOR CABANG AMLAPURA
UNIT SIDEMEN

I Raya Sinduwati, Sidemen, Karangasem, Bal, Telp, (0366)5581752

Sidemen, 02 Februari 2024
Nomor : B. 16-KC-KBU/02/2024
Lampiran -
Perihal : Pengaktifan Rekening
SURAT KETERANGAN

Bersama 1ni kami sampaikan bahwa :

Memang benar pembuatan rekening dan pengaktifan rekening dengan nomor rekening
461301021891538 an PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI telah aktif dan telah bisa
di gunakan ssebagaimana mestinya.

Demikian surat pengantar ini kami nuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,
PT Bank Rakvat Indonesia, T,BL:__. |I

Cabang Amlapura |

: "r;._:__! |:. =
-

Luh Taman Eka Widiasih ‘Mahwan
Kaunit CustumcrE:rv



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : wune. bali. kemenag go.id/ e-mail : kabkaranaasemi@iemernag. ao.id
! AMLAPURA - 80813
—_———— e ————
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 136 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

R T ] Kabupaten Karangasem berdasarkan

' Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama 3 | Wayan Deres
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan

Gunung Kecamatan Sidemen  Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnyva disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan din dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang
senilai  Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang
telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuail dengan Rencana
Penggunaan vang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKEREJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah] untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan



Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim
Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya
dilaksanakan mulai bulan Pebruan sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayvaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayvat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS} ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci
Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening
4613-01-021891-53-8 Atas nama PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah:

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yvang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara,

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
PASSTNN
5 D
(o S 7

I W_ilyan Deres

NIP. 19711008200604 1006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Wehbsite : wie bali. kemenai.go.id/ e-mail ; kabkarangasemnahemendg.go.id
AMLATPURA - B0B13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 15, /Kk.18.5.4/BA.03.2/02,/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI DESA ADAT SANGKAN GUNUNG
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd . H.
NIP : 197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Jahatan . Kabupaten Karangasem berdasarkan
" Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023
Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama - | Wayan Deres
Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci
Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Desa Sangkan

Gunung Kecamatan Sidemen  Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem berupa uang
senilai  Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem vang
telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan vang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel,

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesual dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan



Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim
Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat
Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, prosesnya
dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Paiketan Pemangku Budi Suci
Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT SIDEMEN AMLAPURA No. Rekening
4613-01-021891-53-8 Atas nama PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah:

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP] untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemenintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung .Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2] Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku
Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor KEI[IEI‘ltEI'laIl Agama Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci

1 Komang Berata S.E., M.Pd.H. [ Wayan Deres
NIP. 1971 IUUBEUDGU‘HGU’E



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Paiketan
Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung
Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Paiketan Pemangku Budi Suci Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan
Sidemen Kabupaten Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian
Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran
terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Paiketan Pemangku Paiketan Pemangku Budi Suci Desa
Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional,

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ket tketan Pemangku Budi Suci
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I Wayan Deres



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : | Wayan Deres
2. Jabatan : Ketua Paiketan Pemangku Budi Suci.
3. Alamat : Desa Adat Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yvang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024

I WEFEI];I. Deres
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KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang i Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pimandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama ua, Pinandita Sanggraha
ra Kecamatan Abang

" 1 Gede Sabda
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR EEMENTERIAN AGAMA EABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Suranpati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website | wwnw. bali. kemenag.qo.id/ ¢-mail : kabkarangasemikemenag.qo.id
AMLAPURA - B0OB13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 'H1 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama . I'Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
kKabupaten Karangasem berdasarkan

akyion Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masvarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I Gede Sabda

Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang

Alamat g Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem bherupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

g8 PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT ABANG No. Rekening 4606-01-026169-53-7 Atas nama PINANDITA
SANGGRAHA NUSANTARA

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Karangasem ._Keeamatan Abang
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Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP, 19711008200604 1006




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp /Fax. (0363) 21161
Website : wunire bali. kemenag.go.id/ e-mail @ kabkarangasemidkemenadg.qo.id
AMLAPURA - BO&L3

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- "lf.’ﬂ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yvang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Fahetan . Kabupaten Karangasem berdasarkan
’ Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : 1 Gede Sabda
Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha = Nusantara
Kecamatan Abang

Alamat : Jl. Wr.Supratman Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Abang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan vang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PPTHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKER.JAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT ABANG No. Rekening 4606-01-026169-53-7 Atas nama PINANDITA
SANGGRAHA NUSANTARA

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan ;

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dekumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Kemitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pthak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Karangasem

[ Gede Geden Adinata

NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : | Gede Sabda
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
3. Alamat : JLWr.Supratman  Kecamatan Abang  Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem tahun 2024
dissimpan sesual dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruar 2024
-Ee;ﬂa Pinandita Sanggraha Nusantara

?Iﬁega.ma.tmlﬁhang

I Gede Sabda



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama

2. Jabatan

3. Alamat

| Gede Sabda

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Abang

: JI. Wr. Supratman Kecamatan Abang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yvang telah dibayar lunas

kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja

yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
-Ketua' Pinandita Sanggraha Nusantara
[ Kecamatan Abang

AT
o

N

e

I'Gede Sabda

pemeriksaan terhadap bukti-bukti



PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

_——____

Nomor : 01/KORCAM/PSN/I1/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan
Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
_ Kecamatan Bebandem

=, * it
|,

e &

1 Made Sudiana



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura,6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha

Kabupar.@n Karangasem ' Nusantara Kecamatan Bebandem
P ﬂ RIAN ' R

By ade Sudiana






KANTOR CABANG AMLAPURA
UNIT BEBANDEM
Jalan Raya Bebandem, Desa Bebandem Telepon No. (0363) 21308

I {‘ B ANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Bebandem, 02 Februan 2024
Nomor :B.18-KC-KBL/LYNAL2024

Lampiran ; -
Perihal  :Pengaktifan Rekekning

SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa ;

Memang benar pembuatan rekening don pengaktifan rekening dengan nomor
rekening 460801032310530 an PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA telah

aktif dan telah bisa digunakan sebagaimana mestinya,
Demikian surat pengantar ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

| Kadek Yoga Sujmna
Customer service

Dipindal dengan CamScanner




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website | weenw. bali kemenag.qo.dd/ e-mail : kabkarongasemigkemenag.go.id
AMLAPURA - 80813
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 140 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama 3 I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

S Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomeor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : | Made Sudiana

Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Bebandem

Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnva disebut PTHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wvang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA ©bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8] PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyvarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS} ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bahl pada Bank BRI
UNIT BEBANDEM No. Rekening 4608-01-032310-53-0 Atas nama
PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;
b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;
c. Dalam hal pengujian tidak sesual dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampir sebagai berikut:
1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJMj); dan
Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.

A



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian han ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3} Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

K/B,E‘%!ﬂ.t\l{amngasem Kecamatan Bebandem
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- k]n /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruarn tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP é 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

dabatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama . I Made Sudiana
Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Bebandem

Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yvang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4} PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu vang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masvarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT BEBANDEM No. Rekening 4608-01-032310-53-0 Atas nama
PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan:
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

S. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musvawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Karangasem Kecamatan Bebandem

I Made Sudiana

NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Made Sudiana

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem

3. Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan Bebandem

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

~Amlapura, 6 Pebruari 2024
.~ Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
|2 _'.X-Egcgma.tan Bebandem
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama . 1 Gede Sabda

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Bebandem

3. Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem, Kecamatan

Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

ﬁﬁmmamn Bebandem




KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KARANGASEM
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU
Jalan Untung Surapati No.10 Telepon/Fax (0363)21161
AMLAPURA 80813 Bali

e e T T T e —
Nomor : 01 /KKPAH /Kemenag. Krs/11/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastvastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabh.
Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yvang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasth.

ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama

Hindu Kab. Karangasem

----- -
il o,
- & —




KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari  : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 50.000.000,-
Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kab. Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Kelompak Kerja Penyuluh
Kabupaten Karangasem
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PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERQ ) Thk.
KANTOR CABANG AMLAPURA
UNIT AMLAPURA
Jalan Kesatrian, Amlapura — Karangasem. Telp. (0363) 21703

REFERENSI BANK
NO : B4z /XUMKR/02/2024

Alas Permintaan : I NYOMAN PASEK
Alamat : JLUNTUNG SURAPATI

Menerangkan dengan secbenamya bahwa rekening tabungan SIMPEDES
dengan nomor rekening 4607-01-017132-53-9  atas nama POKJAKLUH
KEMENAG KARANGASEM per tanggal 06 FEBRUARI 2024 di Kantor Unit
BRI Amiapura Kota dengan mutasi keuangan aktif sampai dengan surat ini
diterbitkan,

Referensi Bank ini diberikan untuk persyaratan melengkapi administrasi untuk
dana bantuan .

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaaan
tanggal 06 FEBRUARI 2024 dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang
bersangkutan tanpa ikatan apapun dan membebaskan BRI dan pekerjanya dar
segala tanggung jawab secara hukum.

Amlapura, 06 FEBRUARI 2024
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Thk
UNIT AMLAPURA

Ahmad Mubassirin
SPV Unit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

" KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website | wune. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemiakemenadg.go.id

. ) AMLAPURA - BO813

Eem=——s,LSS S —— SIS
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- r'dfg_ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada han ini Selasa tanggal enam bulan Pebruar tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama ] | Komang Berata, S.E., M.Pd H.
NIP : 197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

SRR Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. 1 Nyoman Pasek

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menernima bantuan Operasional Kelompok Kerja
Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan vang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yvang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yvang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

g9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuai dengan proposal yang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh



Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama
HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayvaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada FIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh
Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada
Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening 4607-01-017132-53-9 Atas nama
POKJALUH KEMENAG KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja

Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan wuang serta menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima

Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

SPP disampaikan kepada Pegjabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Permmyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem
dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama

‘Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP. 197110082006041006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website : wuiw, bali kemenag go.id/ e-mail : kabkarangasem@akemenag,go.id
AMLAPURA - BOR13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor ; B- i‘IL /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA HINDU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIFP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

Jabatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masvarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. | Nyoman Pasek

Jabatan :  Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompek Kerja Penvuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi Bali dan
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penvaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Kelompok Kerja
Penvuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesual dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8 PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem sesuail dengan proposal vang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan oleh



Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Penyuluh Agama
HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Kelompok Kerja Penyuluh
Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada
Bank BRI UNIT AMLAPURA No. Rekening 4607-01-017132-53-9 Atas nama
POKJALUH KEMENAG KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penvuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan wuang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP} untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

. Dalam hal pengujian tidak sesual dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (FPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan vang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3] Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja
Penyuluh Agama HinduKecamatan Abang Kabupaten Karangasem
dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

FIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama
ks Hmsiu I{ab Karangasem




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. | Nyoman Pasek

2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penvuluh Agama Hindu Kab.
Karangasem

3. Alamat : JI. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab. Karangasem
tahun 2024 Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten
Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh
Agama Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tersebut di atas
mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kab. Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama
Hindu Kab, Karangasem

h




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Drs. I Nyoman Pasek

2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kab.
Karangasem

3. Alamat : JL. Untung Surapati No. 10 Amlapura, Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali.
Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada vang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yvang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu

Kab.




PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

R R —— e e ——
Nomor : 01/KORLAP/PSN/11/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha lda Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat
Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

“UAIr. | Gede Kertiyasa



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000

Terbilang i Sepuluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Bebandem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui:

Kepala Kantor Kementerian Agama

n Karangasem

nda , S.Pd, M.Si
3 199803 1 001

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang
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PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KORLAP KECAMATAN RENDANG

Alamat : JI. Ulakan 22, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

KECAMATAN RENDANG

_- No Uraian Anggaran Volume Jumlah Semus Ket
I 2 3 4 5
A | Belanja Kesekretariatan ATK | Tahun Rp. 600.000,-
Pengadaan 2 buah alat untuk 2 x Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000.-

sangging Pinandita

B | |. Biaya Operasional untuk
Pelayanan Umat
2. SPPD Pengurus

12 x Rp. 200.000,-

Ke setiap kedesaan dan
kabupaten
12 x 100.000

Rp. 2.400.000,-

Rp. 1.200.000,-

' C | Biaya Kegiatan Rapat-rapat dan
Musyawarah PSN Kecamatan
Rendang

- Biaya Kegiatan Rapat

Rp. 1.700.000,-

D | Biaya Transport dan Konsumsi
untuk Kegiatan Sosial ke luar
Daerah.

Koordinasi

- Biaya Musyawarah Rp. 2.500.000.-
PSN Kecamatan

2 x Rp. 300.000 Rp. 600.000.-

Jumlah

Rp. 10.000.000,-

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang
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Kantor BANK BRI
4610 BRI UNIT MENANGA CIF : PLISDSO

No. Rekening
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KANTOR CABANG AMLAPURA

UNIT MENANGA
Julan Raya Menanga Kangin Kecamatan Rendang Telp. ( 0366 ) 03665502484

‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.

REFERENSI

NO. B. 15 /KBLU-11/02/2024

Atps Permintaan : PSN KECAMATAN RENDANG
Alamat : Banjar Dinas Rendang Kelod Desa Rendang Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem

Mencrangkan dongan scbonamya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor
Rekening 4610-01-024873-53-7 atas nama PSN KECAMATAN RENDANG di Kantor BRI Unit
Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Reterens: imi dikeluarkan sesual permintaan dan pemegang rekening tertanggal U5 Februan 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenamva menurut keadaan tanggal 05 Februari 2024
dalam rangka memenuhi permintaan nasabah vang bersangkutan tampa ikatan apapun dan
membebaskan BRI dan segala tanggung jawab secara hukum, akibat dan penvalahgunaan rekening
tersebur diatas,

Menanga, 05 Februari 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thl
UNIT MENANGA

AN ;—-—"""” rm-:.'!l'::ﬂ_.—-'
Ida Avu Widian
Ka Unit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website | wunw, bali. kemenag.qo.id/ e-mail @ kabkarangasemickemenadg. go.id
AMLAPURA - BOE13

——— e e . . ——,

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 138 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama 4 I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP r 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

Jabatan ~ Kabupaten Karangasem berdasarkan

' Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419920/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. | Gede Kertivasa

Jabatan : Ketua  Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

Alamat :  Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dar penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wvang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dan PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bhersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUF PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai
bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT MENANGA No. Rekening 4610-01-024873-53-7 Atas nama PSN
KECAMATAN RENDANG

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesual dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembavaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dar Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia uantuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyvai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Rendang

—

| Komang Berata, S.E., M.Pd.H. e
NIP. 197110082006041006 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website : wunp, beli, kemenag go.id/ ¢-mail - kabkarangasem@k Emend. qo.id
AMLAPURA - 80813 '

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- |3} /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

: ) Kabupaten Karangasem berdasarkan

L ' Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat - Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419920/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama + Ir. | Gede Kertiyasa
Jabatan - Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

Alamat ? Jl. Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesual dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang diterima dar PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA Dbersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasgal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan wvaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, prosesnyva dilaksanakan mulai
bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
UNIT MENANGA No. Rekening 4610-01-024873-53-7 Atas nama PSN
KECAMATAN RENDANG

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

fl,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan,

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4, Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor,

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM}; dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank,



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
abupaten Karangasem Kecamatan Rendang

rBerata, S.E., M.Pd.H. Ir. I Gede Kertiyasa
NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir.l Gede Kertiyasa
2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
3. Alamat : Jl Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bulti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesual dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Rendang

Ir. | Gede Kertivasa



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. 1 Gede Kertivasa

2, Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Rendang

3. Alamat : JL Ulakan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang

Kabupaten Karangasem Provinsi Bali .

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnva.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara




PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

“

Nomor : ﬂlfKDRlAPjPSNfIIIEDi‘! 6 Pebruar 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha lda Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan
Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal vang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem

| Gede (leden Adinata



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Karangasem Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruar 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kahu_pﬂgﬂ Karangasem Kecamatan Karangasem

akda , S.Pd, M.Si

9690323 199803 1 001
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KANTOR CABANG AMLAPURA
Jalan Gajah Mada Amlapura, Telp: (0363), 21009, 21026, 21787, 2274521680, Fax.( 0363 )
21788

‘i‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Rekening : PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
Nomor Rekening :0241-01-014265-53-5
Alamat : Lingkungan Penaban Kecamatan Karangasem

Adalah benar Rekening Simpedes yang dibuka di Bank BR1 Cabang Amlapura sesuai data di
atas yang dibuka per tanggal 2 Februari 2024 dan masih berstatus Akftif per tanggal 02
Februari 2024,
Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02
Februari 2024.

Untuk Keperluan :

“Melengkapi Persvaratan Pencairan Bantuan Tahun 2024, ™

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau scjenisnya dan tidak mengikat
pihak penanda tangan dan membebankannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk
Cabang Amlapura l

AL]; wa-,

A RTIN AH
Amol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Webhsite | www, bali. kemenag.go.id/ e-mail ;| kabkarangasemiaskemenadg.ao.id
AMLAPURA - BO813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B—13$1 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama ) I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP - 197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama

Sabatadi . Kabupaten Karangasem berdasarkan
°  Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama . | Gede Geden Adinata

Jabatan : Ketua  Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem

Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan
Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab.
Karangasem, Prov. Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1} PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2] PFIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8] PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasemrn sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnyva dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024,

1)

2]

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1} Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank
BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014265-53-5 Atas nama
PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan

Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita

Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima

Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayvar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

S}egala hgntuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dlkequlan hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2} Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dibebankan
kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

Kecamatan Karangasem

Lo |i_,_:.:'“.-: ; :
| Komang Berata, S.E., M.Pd.H. | Gede envAdinata
NIP. 197110082006041006






Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWA.JIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000,000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2} PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang
termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5} PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA,

7) PIHAK KEDUA Dbersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8} PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9] PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuail dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam



bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember 2024.

1)

2]

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal | ayat (1} Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank
BRI CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014265-53-5 Atas nama
PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM

Tata Cara dan Syarat Penvaluran Pencairan Bantuan :

4.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali sesuail dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM)] dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani cleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yvang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJMj; dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian mni.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

' Karangasem —Keeamatan Abang

NG
I Komang Berata, S.E., M.Pd.H. I Gede Sabda
NIP. 19711008200604 1006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama I Gede Geden Adinata

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem

3. Alamat : JlL. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan
Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem,
Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari,
atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun
2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem

| Gede Geden Adinata



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : 1 Gede Geden Adinata

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Karangasem

3. Alamat : Jl. Laksmana, Lingkungan Kertasari, Kelurahan
Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem,
Prov. Bali

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Karangasem







KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 10.000.000
Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapum 6 Pebruan 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama na anggraka Nusantara
Kabupaten Karangasem AT

! Gusti] vﬂgur&h Suyasa, ST, S.Kom.MM




PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM
Alamat : JIn. Kuncara Giri No.16 Bebandem

RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB)
BIAYA OPERASIONAL PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA

KECAMATAN BEBANDEM
Uraian Anggaran f Jumlah Ket
volume Semua
B 2 . 3 4 5
Belanja Kesekretariatan
ATK 1 TAHUN Rp 500.000.-
Biaya Operasional untuk | 5 X Rp. 200.000,- Rp 1.000.000.-
pelayanan umat
Biaya Kegiatan Rapat / 4 X Rp. 750.000.- Rp 3.000.000 -
Musyawarah PSN
Alat Sangging 11 X Rp 500.000,- Rp 5.500.000,-
Jumlah Rp 10.000.000,-

Sepuluh Juta Rupiah

Pinandita Sanggraha Nusantara




Kantor BANK BRI

No. Rek
Nama
Alamat

Tabungan BRI

Simp:des

i Serba Bisa

4612 BRI UNIT SELAT CIF : PLY1370
4512-01-028823-53-2 07-02-2024
ening  PSN KORLAP SELAT i
BANJAR DINAS WATES KAJA RL. D%f{}gﬂ KATAT?%%LTT?A
088602115517000

Tanda Pengenal KTP :

Ketud A CERPETHBIS

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

’3

...........................................................

Disahkan oleh,

" m&‘“/mﬂ‘m |
ede Eka Wiguna

................. e

Tbk.

r" ™
PERFI'ATIAN
! 1, Periksalah saldo tabungan Anda sebeium meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungzn i
~ hilang hatap lapor kepada yang berwajib,
2 Penduikan tupai yang diwakilkan, harus dilampin dengan Sural Kuasa dan KTP/
;,— identias asll penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja
Pembuka Rekening).
i 3. Pada saat penatikan tunaj, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/
Identitas diri lainnya yang masih berlaku
'f ‘Bank dibebaskan dari segala kerugean dan tuntutan yang timbul katena kehilangan)
. pemalsuad dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini
e m:zl

idlk dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank
\ T

c R e

J

CONTACT BRI, {40 /7;1500017 | www.bri.co.id I BANKBRI W =promo_ BRI

JTP-03-23

o 11749813

Dipindai dengan CamScanner



PT. BANK RAKYA'T INDONESIA ( PERSERO )Tbk,
‘ KANTOR CABANG AMLAPURA
UNET SELAT
dnlan Hayan Selal, Desn Selnl, Kecamatan Selal Telp, 03665553566

REFERFENSI

NI B 25 FKBUFXII2024

Meneranpkan dengan sehenarmyn bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpedes dengan nomor
Nekenug A612-01-028823-53-2 atas nmnn. PSN KORLAP SELAT dengan jumilah saldo per tgl
070272024 sebesar WKp 50,000 di Kantor B Unit Selat ada dan masih akiil sampai dengan surat ini
diterhitkan

Referensi ini dikeluarkan untuk untuk keperluan persyaratan Penerima Banluan dari Kementrian

Apama

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadsan tanggal 7 Februan 2024
dalam rangka memenuhi permintaan  nasabab yang bersangkutan tanpa ikatan apapun dan
membebaskan BRI dari segala tanggung jawab secara hukum, akibat dari penyalahgunaan rekenmg

terscbul dhimtns

Selat, 7 Februari 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk.
UNIT SELAT
e -""—:r—"ﬁ/'
:f.'f | Gede Eka Wiguna
Kaunit

Dipindai dengan CamScanner



EKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR EEMENTERIAN AGAMA EABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax, (0363) 21161
Websile : wune. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemi@kemenag.qgo.id
AMLAPURA - BOR13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- |39 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT
KABUFPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruan tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

dabutan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama 4 I Gusti Ngurah Suyasa, ST, S. Kom.MM
Jabatan !  Ketua  Pinandita Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Selat

Alamat : Beji Klaci, J1. Ke Wates, Duda Timur, Kee. Sr:lat
Kab. Karangasem, Prov. Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
FIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yvang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu wyang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar REp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan
Pebruari sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT
SELAT No. Rekening 4612-01-028823-53-2 Atas nama PSN KORLAP
SELAT

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen [PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan wuang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pegjabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank,



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
vang dibuat oleh FIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunvai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materal terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara

ol Ll |

Sels

Just-s ;Eerata, S.E.,, M.Pd.H. [ Gusfi Ngurah Suyasa, ST, S.Kom .MM
NIP. 19711008200604 1006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website @ wuhw, bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemiakemenag. go.id
AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-1%29 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KARANGASEM FROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruan tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1, Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Pejabat Pembuat Komitmen  Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan

dapatan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem Nomor 534 tanggal 22
Desember 2023

Alamat ; Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : | Gusti Ngurah Suyasa, ST, S. Kom. MM
Jabatan : Ketua  Pinandita  Sanggraha  Nusantara
Kecamatan Selat

Alamat : Beji Klaci, J1. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat,
Kab. Karangasem, Prov. Bali



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1] PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem vang telah ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berupa
uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yvang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Nepgara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9] PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mendukung
Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sesuai dengan
proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk



keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGEA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan waitu Pelaksanaan Kegiatan Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan
Pebruar sampai bulan Desember 2024.

1]

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 avat (1) Surat Perjanjian
ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT
SELAT No. Rekening 4612-01-028823-53-2 Atas nama PSN KORLAP
SELAT

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen

permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

. 3PP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman Hindu
dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank,



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan vang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musvawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha
Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan ditandatangani
tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
e 2 Kecamatan Selat

[ Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP. 197110082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : | Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM
2. Jabatan . Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
3. Alamat : Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kab.

Karangasem, Prov. Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat
Kabupaten Karangasem tahun 2024 Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara
Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten
Karangasem tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya
bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan
dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Pinandita
Sanggraha Nusantara Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun 2024
disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Am‘;apura 6 Pebruarl 2(]24

[ GustiNgurah Suyasa, ST, S.Kom.MM



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : 1 Gusti Ngurah Suyasa, ST, S.Kom.MM

2. Jabatan : Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Kecamatan
Selat

3. Alamat . Beji Klaci, Jl. Ke Wates, Duda Timur, Kec. Selat, Kah.

Karangasem, Prov. Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yvang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.




WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Nomor : D1/WHDI.KAB.KRS/01/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran @ 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di-—
Amliapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera
dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang
kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.




KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumiah Uang : 25.000.000
Terbilang : Dua Puluh lima Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan

Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Kepaja P;antor Kementerian Agama Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
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KANTOR CABANG AMLAPURA
Jalan Gajah Mnda Amlapura, Telp: (0363), 21019, 21026, 21787, 22745,21686, Fax.( 0363 )
21788

SURAT KETERANGAN

‘i PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WHDI KABUPATEN KARANGASEM
Alamat : JALAN NGURAH RAI AMLAPURA
No Rekening : 0241-01-014264-53-9

Adalah benar rekening Simpedes yang baru dibuka per tanggal 02 Februari 2024 di BRI
Kanca Amlapura dan berstatus Aktif per tanggal 02 Februari 2024

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai permintaan yang bersangkutan pada tanggal 02
Februari 2024,

Untuk Keperluan :

Surat Keterangan ini diberikan tanpa ada coretan atau sejenisnya dan tidak mengikat
pihak penanda tangan dan membebankannya dari segala tuntutan dari pihak manapun juga

Amlapura, 02 Februari 2024
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk




Jalan Ngurah Rai-Amlapura (30811)
Telpan HP.085237008174

WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA OPERASIONAL
WANITA HINDLU DHARMA INDONESIA (WHDI)

KAEBLUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024

N URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN HARGA | JUMLAH
1 EEGIATAN
| Honor Narasumber 2 orang [ 000,000 | 2000 000
2 Bahan Prakuk - Set B0 000 BOE 000
mn BELANIA MAKMIN
| Rapat Rutin 54X12 Orang/bulan 10000 | 6.480.000
2, Lapangan 4X%12 Orang/bulan 50000 [ 2 400.0G0
111 | BELANIA ATEK 717000
| Beli Kertas HVS Folia
2. Map Folio
3. Amplop
4. Buku Tulis Folio
IV | BELANJA CETAK 485.000
| Foto copy
2. Iihd huku laporan
v BAHAN BAKAR 500 Liter 13,500 | 6.750.000
Premium
V1 | PERJALANAN DINAS
Rapat Ke Provinsi 8 Orang 200000 1 1.600.000
Pembinaan ke Kecamatan AX12 Orang S0.000 | 2400 00D
VII | BELANJA BEBANTEN
Banten Pgjatian 5 Set 250,000 | 1250000
JUMLAH 25,000,000
Ketua

T3 Kabupaten Karangasem




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
- KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
- Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website | wonw. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasem@kemenae. go.id
AMLAPURA - BOE13

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B- 122 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada han ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama ; | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat :  Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA

Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ni Nvoman Supadmi, S.5.,M.Pd.
Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem

Alamat :  Jalan Ngurah Rai - Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK FERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Ep.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem vang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4} PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dar penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menvetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9] PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk



menc}ukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari
sampail bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014264-53-9 Atas nama
WHDI EABUPATEN KARANGASEM

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang digjukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. 8PP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permochonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional,

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yvang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4, Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian han ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yvang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kan_,t.nr Kgmﬂntf:nan Agama Ketua WHDI Kabupaten Karangasem

NiD. 19711 GORIC0E0I00E.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR EEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Websile : wny. bali kemenag.go.id/ ¢-mail : kabkarangasemakemenag. go.id

AMLAPURA - 80813

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-122 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama J Dr. Ni Nyoman Supadmi, $.5.,M.Pd.
Jabatan ¢ Ketua WHDI Kabupaten Karangasem

Alamat :  Jalan Ngurah Rai — Amlapura



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

2} PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem yang telah ditetapkan.

3} PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem berupa uang, dan
menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat dalam
lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu vang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8 PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

§) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dengan
nominal sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk




mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem, prosesnya dilaksanakan mulai bulan Pebruari
sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (L3) ke Rekening Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI
CABANG AMLAPURA No. Rekening 0241-01-014264-53-9 Atas nama
WHDI EABUPATEN KARANGASEM

2) Tata Cara dan Syvarat Penyaluran Pencairan Bantuan:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yvang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai
dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b, PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

¢. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagaman
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pagal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian har ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1] Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapal kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem dibebankan kepada
Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA FIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kanto _H.Emen terian Agama

5 WHDI Kabupaten Karangasem

Dr. Ni Nyoman Supadmi, 8.8.,M.Pd.

NIP. 191 10082006041006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ni Nyoman Supadmi, S.S,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai — Amlapura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten
Karangasem tahun 2024 Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Kabupaten Karangasem. Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu
Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Karangasem tersebut di atas
mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Wanita Hindu Dharma Indonesia
(WHDI) Kabupaten Karangasem tahun 2024 disimpan sesuai dengan
ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan admimistrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pemyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruarn 2024
etua WHDI Kabupaten Karangasem




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Ni Nyvoman Supadmi, S.5,M.Pd
2. Jabatan : Ketua WHDI Kabupaten Karangasem
3. Alamat : Jalan Ngurah Rai - Amlapura

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja

yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua WHDI Kabupaten Karangasem




YAYASAN INSAN PELITA BALI
BANJAR DINAS PENGINYAHAN,DESA TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

h

Nomor : 01/1PB/01 /2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
bermaksud untuk memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
Adapun tujuan kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera
melaksanakan Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayasan|Insan Pelita Bali




KUI

Sudah Terima Dari

Jumlah Uang
Terbilang

Untuk Pembayaran

Mengetahui:

Ke-pa]& Kantor Kementerian Agama

NH’"—lEiEQDSZE 1993{]3 1 DU]

TANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

25.000.000

Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar

Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah
Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Yaﬁasan Insan Pelita Bali

T

| Nyorsith Asthwa,S.Pd,M.Si









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

' KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : wwn bali. kemenag.go.id/ e-mail | kabkarangosemiakemenag.qo.id
| AMLAPURA - BDOR13
= ———————————————————— ==

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-13| /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN
KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI
TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama - | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP : 197110082006041006
Jabatan 1 Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No, 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama - [ Nvoman Astawa, S.Pd.M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
Alamat : Banjar Dinas Penginvahan Desa Tianyar Tengah

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali.



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar
Dinas Penginvahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Yayasan I[nsan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bah Banjar
Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu yang telah
ditetapkan.

3] PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan
Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yvang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel,

9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dar penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8] PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk
mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yavasan Insan Pelita Bali



Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu sesuai
dengan proposal vang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti vang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Yavasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginvahan Desa Tianyvar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnyva dilaksanakan
mulal bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1} Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita
Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No.
Rekening 4609-01-029317-53-9 Atas nama YAYASAN INSAN PELITA
BALI

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan
Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuail dengan petunjuk
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menvampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dekumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pegjabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima DBantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
vang akan dicairkan,

3. Perjanjian kerjasama vang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh
Kepala Kantor;

5. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisthan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negen
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama Yavasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat

lahir batin.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Yavasan Insan Pelita Bali




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161

Website : www. bali. kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasemiak emenag. go.id
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-13[ /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN
KETUA YAYASAN INSAN PELITA BALI BANJAR DINAS PENGINYAHAN DESA
TIANYAR TENGAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI
TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Jalan
Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
NIP = 197110082006041006
Jabatan 2 Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama - I Nvoman Astawa, S.Pd.M.Si
Jabatan :  Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
Alamat : Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
Provinsi Bali.



"t’e:mg bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali Banjar
Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali dan untuk selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut °

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu berupa uang senilai
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyvaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar
Dinas Penginyahan Desa Tianvar Tengah Kecamatan Kubu vang telah
ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan
Kubu berupa uang, dan menggunakan sesuai dengan Rencana
Penggunaan yang termuat dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4} PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agarmna dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/ eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk
mendukung Kegiatan Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali



Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu sesuai
dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam
bentuk keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti vang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan vaitu Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, prosesnya dilaksanakan
mulai bulan Pebruar sampai bulan Desember 2024.

1)

2)

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan Insan Pelita
Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu
Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT KUBU No.
Rekening 4609-01-029317-53-9 Atas nama YAYASAN INSAN PELITA
BALI

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

&.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan
Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan

Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk

Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi

bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima dan
Pejabat Pembuat Komitmen,

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan diketahui oleh
Kepala Kantor,

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2 apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisthan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yvang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas
Penginyahan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Kantor Kementerian Agama Ketua Yayasan Insan Pelita Bali

1 Nyo r-lj Astawa, S.Pd.M.Si




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : | Nvoman Astawa,S.Pd,M.Si
2. Jabatan . Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan,Desa Tianyar Tengah Kecamatan

Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali Banjar Dinas Penginyahan,Desa
Tianyar Tengah Kecamatan Kubu tahun 2024 Ketua Yayasan Insan Pelita Bali.
Apabila di Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali tersebut di
atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut
penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan
Operasional Lembaga Agama Keagamaan Hindu Yayasan Insan Pelita Bali
tahun 2024 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ketua Yayasan Insan Pelita Bali




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : | Nyoman Astawa,5.Pd,M.Si
2. Jabatan . Ketua Yayasan Insan Pelita Bali
3. Alamat : Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima,

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Ygyvasan Insan Pelita Bali




YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN
DESA MENANGA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

e il e e

Nomaor :01/YPJ/1I/2024 6 Pebruari 2024
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bimbingan Masyarakat Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di -
Amlapura

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, kami Pengurus Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan Desa
Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem bermaksud untuk
memohon Pencairan Dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masvarakat
Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan
kami Bantuan tersebut segera dicairkan, agar kami bisa segera melaksanakan
Kegiatan sesuai proposal yang kami sampaikan.

Demikian Kami sampaikan dengan sebenarnya dan atas perhatian serta
bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Yayﬁ,gan Padma Jyotir

Y.

"Au‘f‘

| Gusti Putu Eka MulyawanWira Senapati



KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat
Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jumlah Uang : 25.000.000
Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem.

Mengetahui: Amlapura, 6 Pebruari 2024
Ketua Ygﬁaan Padma Jyotir

-\.-.




Kantor BANK BRI
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PERHATIAN

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalhan Bank lika Buku Tabungan im
hilang harap lapor kepada yang berwajib

2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuate dan KTP
identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja
Pembuka Rekening).

3. Pada saat penarikan tunai, penabung harui menunjukkan Buku Tabungan dan KTR/

identitas diri lainnya yang masih berlaku
4, Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang Umbul karena keflangan

pemaisuan dan stau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank
. J/
INTA ﬂ 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | [} BANKBRI | W @promo_BRI

Dipindai dengan CamScanner




KANTOR CABANG AMLAPURA

UNIT MENANGA
Jalan Raya Menangn Kangin Kecamnatam Rendang Telp. { 0366 ) 03665502484

‘ PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk.

REFERENSI

NO. B. 17 /[KBU-11/62/2024

Atns Permintzan @ YAYASAN PADMA JYOTIR
Alamat i Banjar Dinas Buyan Desa Menanga Kecnmatan Rendang
Kabupaten Knrangnsem

Mencrangkan dengan schenamya bahwa memang benar Rekening Tabungan Simpodes dengan nomor
Rekening 4610-01-025405-53-1 atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR di Kantor BRI Unit
Menanga memang benar ada dan masih aktif sampai dengan surat ini diterbitkan.

Referens: im dikeluarkan sesuai permintaan dan pemegang rekemng tertanggal 06 Februan 2024

Demikian Referensi Bank ini dibuat dengan sebenarnya menurut keadaan tanggal 06 Februari 2024
dalam rangka memenuhi permintaan nasabah yang bersangkutan fanpa ikatan apapun dan
membebaskan BRI dan segala tanggung jawab secara hukum, akibat dan penyalahgunaan rekenmg
tersebut diatas,

Mennngn, 06 Februari 2014
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- 120 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem,
Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami vang bertandatangan di
bawah ini:

1. Nama : | Komang Berata, 3.E., M.Pd.H.
NIP 2 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan

Masyarakat Hindu Kantor Kementenan Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Alamat . Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA.

2. Nama : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
Alamat :  Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan

Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri
dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN
1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan alokasi anggaran vang
ditetapkan.

2) FIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang vang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma
Jyotir Desa Adat Buvan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang,
dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan.

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173 /PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan
Keagamaan Hindu PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan



Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir
Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yavasan Padma Jyotir Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnva dilaksanakan mulai bulan
Pebruari sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1} Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan
Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening
4610-01-025405-53-1 Atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana yvang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penvaluran
Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permchonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu yang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima
dan Pejabat Pembuat Kemitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang vang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2
apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan
pertanggungjawaban vang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnyva
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke
Kas Negara.

Pasal 6

PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapal kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negen
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyvan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pithak manapun serta dalam keadaan sehat
lahir batin.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Kantor Kementerian Agama Ketua Yayagan Padma Jyotir

I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- [50 /Kk.18.5.4/BA.03.2/02/2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

KETUA YAYASAN PADMA JYOTIR DESA ADAT BUYAN DESA MENANGA
KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU

TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh
empat bertempat di Kantor Kementernian Agama Kabupaten Karangasem,
Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura, kami yang bertandatangan di

bawah ini:

1. Nama
NIP
Jabatan
Alamat

[ Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
197110082006041006

Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor 534 tanggal 22 Desember
2023

Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura

Yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bimbingan
Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, DIPA
Nomor 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

Jabatan
Alamat

[ Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati

Ketua Yayasan Padma Jyotir

Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan
Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.



Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengkatkan diri
dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN
1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu kepada Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang senilai Rp.25.000.000.-
(dua puluh lima juta rupiah) sesual dengan alokasi anggaran yang
ditetapkan.

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan Operasional
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat
Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang yang telah ditetapkan.

3) PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan Operasional Yayasan Padma
Jyotir Desa Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang berupa uang,
dan menggunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan yang termuat
dalam lampiran berkas pencairan bantuan,

4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian negara vang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti
kerugian Negara dimaksud.

6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Bantuan Opersional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

7] PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal
Pemerintah.

8) PIHAK KEDUA wajib menvimpan segala bukti-bukti pengeluaran
penggunaan dana bantuan pemerintah dengan baik.

9} PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2016.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak PERTAMA mengadakan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan penggunaan dana Bantuan Operasional Agama dan
Keagamaan Hindu PIHAK EKEDUA telah setuju untuk menerima dan
memanfaatkan Bantuan Operasional Agama dengan nominal sebesar
Rp.25.000.000,- {dua puluh juta rupiah) untuk mendukung Kegiatan



Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yavasan Padma Jyotir
Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang sesuai dengan proposal yang
telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan diputuskan dalam bentuk keputusan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bantuan dalam bentuk uang seperti yang telah dicantumkan dalam lingkup
pekerjaan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Yavasan Padma Jyotir Adat Buyan
Desa Menanga Kecamatan Rendang, prosesnya dilaksanakan mulai bulan
Pebruari sampai bulan Desember 2024,

Pasal 4
PEMBAYARAN

1) Pembayaran dana bantuan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Surat
Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA secara sekaligus secara langsung (LS) ke Rekening Yayasan
Padma Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali pada Bank BRI UNIT MENANGA No. Rekening
4610-01-025405-53-1 Atas nama YAYASAN PADMA JYOTIR

2) Tata Cara dan Syarat Penyaluran Pencairan Bantuan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] melakukan pengujian dokumen
permohonan pencairan dana vang diajukan oleh Penerima Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah;

b. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi
bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pencairan bantuan secara sekaligus;

c. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penvaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada Penerima
Bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;

d. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan dari Penerima Bantuan
Opersional;

2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Opersional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu vang akan dicairkan;

3. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penerima
dan Pejabat Pembuat Kemitmen;

4. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu dan diketahui oleh Kepala Kantor;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

6. Foto copy rekening bank atas nama Lembaga Penerima Bantuan
Operasional Agama dan Keagamaan Hindu dan referensi bank.



Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang tersebut pada pasal 2
apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan wajib untuk mengembalikan ke
Kas Negara.
Pasal 6
PENUTUP

1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
setempat.

2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai
Rp.10.000,- dibubuhi stempel dinas dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang telah disebutkan pada perjanjian ini.

3) Semua keperluan materai terkait administrasi pencairan Bantuan
Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma
Jyotir Adat Buyan Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten
Karangasem dibebankan kepada Penerima Bantuan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat untuk ditaati dan
ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun serta dalam keadaan sehat

lahir batin.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan Operasional
Bimbingan Masyarakat Hindu Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

Ka_ntor Kementerian Agama Ketua Yayasan Padma Jyotir




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : 1 Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang

Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama dan
Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir Desa Adat Buyan, Desa Menanga,
Kecamatan Rendang tahun 2024 Ketua Yayasan Padma Jyotir. Apabila di
Kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tersebut di atas mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti
pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu Yayasan Padma Jyotir tahun 2024 disimpan sesuai
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Amlapura, 6 Pebruan 2024
Ketua,Yayasan Padma Jyotir
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1 Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : 1 Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
2. Jabatan : Ketua Yayasan Padma Jyotir
3. Alamat : Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang

Kabupaten Karangasem
Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukt
pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 6 Pebruari 2024
ayasan Padma Jyotir

tu Eka Mulyawan Wira Senapati



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAE. KARANGASEM

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomar 000184 Tanggal 20-Fab-2024 Halaman 1 dari 3
Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumiah Rp 220.000.000,00

**=* DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan ; LS-BANYAK PENERIMA
Dasar Pembayaran
DIPA Jatuh Tempo - Tenadwal
Mamor s DIPA-025.07.2.419929/2024 Cara Bayar : 5P2D
Tanggal :28-Nov-2023
Uy NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024
PEMGELUARAN JUMLAH UANG
419929154 521233 02507DC. 21430ELADDODODGD 00000, 2.2205.2 000000, 000000 220.000,000,00
Jumiah Pengeluaran 220.000.000.00
POTONGAN JUMLAH UANG
0,00
Jumlah Potongan 0.00
TOTAL PEMBAYARAN 220.000.000.00
Kepada:
Momaor - 596134 Bank [ Pos . Tartampir
Mama Supplier - PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA Rekening . Tarlampir
HKEAGAMAAN HINDU ; 1
NPWP1 . D001602838807000 L“m Pemitk ;“:';hm"" St oo famsnm i s
| raian = dyaran 2rja Darandg rlipE Fedm an nuen
NPWP2 - O1602A3R P00 Opardsional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
NOP : Tahun Anggaran 2024 perdosarkan 5K Nomer 127
ALAMAT + Jalan Untung Surapatl Mo, 10 Amiapura Tahun 2024 1anggal 05-02-2024
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telal o, Karangasem, 20 Februari 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran g3 : sa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjulnya bukt-bulti pendukung dimakisud disimpan da : alfa) Renandatangan SPM

ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SEM

Kebenaran perhitungan dan isl yang tertuang dalam SPM ini manjadi t3
jawab Pejabal Penandatangan SPM




KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 000184 Tanggal 20-Feb-2024 Halaman 1 dari 3
Kuzsa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumiah Rp 220.000.000,00

o DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH ****

TantnAnggarsn 2024 Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Dasar Pembayaran
DiPA Jatuh Tempo @ Terjadwal
Momor @ DIPA-D25.07.2.410920/2024 Cara Bayar - SP2D
Tanggal | 28-Mov-2023

Uy NOMOR 18 TAHUMN 2023

TENTANG APBRN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG
418929,154 521233,025070DC, 21430E1.ADODDOOO0 1.00000, 2.22056.2. 000000000000 220.000.000,00
Jumilah Pengeluaran 220.000.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
0.00
Jumlah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 220.000.000,00

Kepada:

MNomaor - 9089134 Bank / Pos i Terlampir

Mama Supplier - PARA PENERIMA BANTUAN LEMBAGA Rekening o Terampir

KEAGAMAAN HINDU i .
NPWP - 0001602838207000 Mama Pemilik o Terlampr
NPWP2 : 0001602838907000 Uraian : Pambayaran Belanja Barang berupa Pemberian Bantuan
- Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
NOP : Tahun Anggaran 2024 berdasarkan 5K Nomar 127
ALAMAT = Jalan Untung Surapati Mo. 10 Amiapura Tahur 2024 tanggal 05-02-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen tal
diuji dan dinyalakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayscar-3als

beban APBN, selanjutnya bukli-bukti pendukung dimaksud disimpa
ditalausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kuasa Pengguna Anggaran
gbat Pengpndatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan Isl yang tertuang dalam SPM ini
|awab Psjabat Penandalangan SPM
















KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

MNamor : 00018A

Tanggal : 20-Fab-2024

Halaman 2 dari 3

Mama Penerima

No | Nomor Rekening Nilai Ruplah ::::: ::::nlng Penerima
NPWP
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA BANK RAKYAT INDONESIA
KABUPATEN KARANGASEM
’ v el 25.000.000.00 | LPDG KABUPATEN KARANGASEM
8070000000907000 _ .
FAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA BANK RAKYAT INDONESIA
% KUTUMBAKAM 10,000,000 00 | PAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA
A60601027345534 skt KUTUMBAKAM
8070000000907000
PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI BANK RAKYAT INDONESIA
3 461301021891538 10.000.000,00 | PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
qo7o000000807000
FINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
4 KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 10.000.000.00 PINANDITA SANGGERAHA NUSANTARA
ABOE01026169537 ARl
2070000000907000
FPINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDIMATOR KECAMATAN BEBANDEM PINANDITA SANGGERAHA NUSANTARA
5 | 460801032310530 10.000.000,00
9070000000907000
KELOMPOE KERJA PENYULUH AGAMA BANK RAKTAT INDONESIA
HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA POKJALUH KEMENAG KARANGASEM
B KABUPATEN KARANGASEM 50.000.000,00
480701017132539
0210000000021000
PINANDITA SANGGRAHA NUSANT ARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN RENDANG PSM KECAMATAN RENDANG
T | 461001024873537 10.000.000,00
8070000000907000
PINANDITA SANGGRAHA NUSANT ARA, BANK RAKTAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN PSH KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
B KARANGASEM 10.000.000,00
024101014 265535
8070000000907000
PINANDIT A SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKTAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN SELAT
9 | 461201028823532 10.000.000,00 | PSN KORLAP SELAT
8070000000907000
WANITA HINDU DHARMA KABUPATEN BANK RAKYAT INDONESIA
KARANGASEM
U i e 26.000.000.00 | WHDI KABUPATEN KARANGASEM
5070000000907000
YAYASAN INSAN PELITA BALI BANK RAKYAT INDONESIA
11 | 460801029317539 25.000.000,00 | YAYASAN INSAN PELITA BALI
5070000000907000
YAYASAN PADMA JYOTIR BANK RAKYAT INDONESIA
12 | 461001025405531 25.000.000,00 | YAYASAN PADMA JYOTIR

S070000000907000




s

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB, KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomaor | 800184 Tanggal : 20-Fehb-2024 Halaman 2 dari a
Nama Penerima ) ) Nama Bark
Mo :;r:;r Rekening Nilai Rupiah Nama Rakaning Penarima
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA BANK RARKYAT INDONESIA
1 KABUPATEN KARANGASEM 25 000,000,060 LPDG KABUPATEN KARANGASEM
024101014267537 - TR
9070000000207000
FAIKETAN PAMANGKU VASUDHEVA BANK RAKY AT INDONESIA
KUTUMBAKAM PAIKETAM PAMANGKLU VASUDHEVA
? 460601027345534 15RN0-000, 49 KUTUMBARKAM
SOF 0000000907000
PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI BANK RAKYAT INDOMESIA
3 461301021891538 10.000,000,00 | PAIKETAN PEMANGKU BUDI SUCI
07 000000807000
PINANCITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDOMNESIA
, | KOORDINATOR KECAMATAN ABANG 10.000.000.60 | PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
460601026168537 e B
g070000000907000
PINANDIT A SANGGRAHA NUSANT ARA BANK RAKYAT INDONESIA
5 KOORDINATOR KECAMATAN BEBANDEM 10.000.000.00 | PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA
460801032310530 4 FA
a0Tno00000anTo00 = —
KELOMPOE KERJA PENYULUH AGAMA BANK RAKYAT INDONESIA
HINDU KANTOR KEMENTERLAN AGAMA POEJALUH KEMENAG KARANGASEM
& KABUPATEN KARANGASEM 50.000.000.00
460701017132539
0210000000021000
PINANDITA SANGGRARA NUSANT ARE, BANK RARKY AT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN REMDAMNG PEMN KECAMATAN RENDANG
7| 451001024873537 18.800.000,00
S070000000807000
PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN PSN KORLAP KECAMATAN KARANGASEM
8 KARAMNGASEM 10.000,000,00
024101014265535
Q070000000807 000
PINANDI A SAMGGRAHA MUSANT ARA BANK RAKYAT INDONESIA
KOORDINATOR KECAMATAN SELAT FSN KORLAP SELAT
9 | 461201028823532 10.600.000,00
B0T0000000807000 — =
WANITA HINDU DHARMA KABLUPATEN BANK RAKYAT INDONESIA
KARAMNGASEM WHDOI KABUPATEN KARANGASEM
10 | n24101014264539 25.000.000,00
BOT000O0O0S0T7000 a
YAYASAN INSAN PELITA BALI BANK RAKYAT INDONESIA
11 4E09010293175349 25.000.000,00 | YAYASAN INSAN PELITA BALI
S0Y0000000207000
YAYASAN PADMA JYOTIR BANK RAKYAT INDONESIA
12 461001025405531 25.000.000,00 | YAYASAN PADMA JYOTIR
9070000000807000




DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA LEMBAGA NO. REKENING | JUMLAH BANTUAN | TANDA TANGAN
1 |YAYASAN PADMA JYOTIR 4610-01- Rp.25.000.000,-
025405-53-1
2 |YAYASAN INSAN PELITA BALI 4609-01- Rp.25.000.000,-
029317-53-9
3 |WANITA HINDU DHARMA 0241-01- Rp.25.000.000,-
INDONESIA {WHD1) KABUPATEN 014264-53-9
KARANGASEM
4 |LEMBAGA PENGEMBANGAN 0241-01- Rp.25.000.000,-
DHARMAGITA (LPDG) KABUPATEN |(014267-53-7
KARANGSEM
5 |PAIKETAN PEMANGKU VASUDHEVA |4606-01- Rp.10.000.000,-
KUTUMBAKAM 027345-534
& |PAIKETAN PEMANGEU BUDI SUCI 4613-01- Ap.10.000.000,-
021891-53-8
7 [PINANDITA SANGGRAHA 0241-01- Rp.10.000.000,-
MUSANTARA (PSN) KORDINATOR (14265-53-5
KECAMATAN KARANGASEM
8 |PINANDITA SANGGRAHA 4610-01- Rp.10.000.000,-
NUSANTARA (PSN) KORDINATOR ~ |024873-53-7
KECAMATAN RENDANG
9 |PINANDITA SANGGRAHA 4612-01- Rp.10.000.000,-
. NUSANTARA (PSN) KORDINATOR 028823-53-2
KECAMATAN SELAT
10 |PINANDITA SANGGRAHA 4608-01- Rp.10.000.000,-
MUSANTARA (PSN) KORDINATOR 032310-53-0
KECAMATAN BEBANDEM
11 |PINANDITA SANGGRAHA 4606-01- Rp.10.000.000,-
NUSANTARA (PSN) KORDINATOR 026169-53-7
KECAMATAN ABANG
12 |KELOMPOK KERJA PENYULUH 4607-01- Rp.50.000.000,-
AGAMA HINDU KANTOR 017132-53-9
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KARANGASEM
hﬂl&nggtqhul Amlapura,  Pebruari 2024
z""'_ﬂi’l'l*-"’ﬂ v Bendahara Pengeluaran
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